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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN 

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 

September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa 

penyesuaian menjadi berikut: 

1. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 s\a s\ es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim J Je ج

 h{a h{ ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ

 Ra R Er ر

 Za Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش
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 s}ad s} es (dengan titik di ص

bawah) 

 d{ad d{ de (dengan titik di ض

bawah) 

 t}a t} te (dengan titik di ط

bawah) 

 z{a z{ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain …. „…. koma terbalik ke atas„ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ؼ

 Qaf Q Ki ؽ

 Kaf K Ka ؾ

 Lam L El ؿ

 Mim M Em ـ

 Nun N En ف

 Wawu W We ك

 Ha H Ha ق

 hamzah ' Apostrof ء

 ya  Y Ye ي
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2. Vokal  

1) Vokal Tunggal (Monoftong) 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda Nama Huruf latin Nama 

 Fath }ah A A 

 Kasrah I I 

 D}amah U U 

  

Contoh: 

 yaz\habu - يَذْهَبَ   kataba-كَتَبََ

لََس ئَ   fa„ala- فػَعَلََ - su'ila  

2) Vokal Rangkap (Diftong)  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:  

Tanda dan 

Huruf 
Nama 

Gabungan 

Huruf  
Nama 

 Fath}ah dan ya Ai a dan i يْ 

 Fath}ah dan وْ 

wawu 

Au a dan u 

  

Contoh:  

 haula – هَوْؿََ   kaifa - كَيْف

 

 

 

 

َََ 
َََ  ََ 

َََ  

َََ  
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3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Tanda dan 

Huruf 

Nama Huruf dan 

Tanda  

Nama 

 

 ...ا…
fath}ah dan alif 

 

Ā 

a dan garis di 

atas 

 .…يْ 

 
kasrah dan ya 

 

Ī 

i dan garis di 

atas 

 

وْ-----  

d}ammah dan 

wawu 

 

Ū 

u dan garis di 

atas 

 

Contoh: 

  qīla - ق يْلََ  qāla - قَاؿََ

 yaqūlu–يقوؿ ramā - رَمى

4. Ta Marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta marbu >t}ah ada dua: 

1) Ta  marbu >t}ah hidup 

ta marbu >t}ah yang hidup atau mendapatkan h}arakatfath}ah, kasrah dan 

d}ammah, transliterasinya adalah /t/. 

2) Ta marbu >t}ah mati 

Ta marbu >t}ah yang mati atau mendapat h }arakat sukun, transliterasinya 

adalah /h/. 

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbu >t}ah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah 

maka ta marbu>t}ah itu ditransliterasikan  dengan ha (h) 

contoh:  

 

 

َََ 

 ََ ََ  
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Raud ركضةَالأَطفاؿ }ah al-At}fāl 

 al-Madīnah al-Munawwarah المدينةَالمنورة

T}alh طلحة }ah 

 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda 

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan 

huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

 rabbanā - ربنّا

 nazzala–نزَّؿ

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti 

huruf qamariyyah. 

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyyah, kata sandang yang 

diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, 

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang 

langsung mengikuti kata sandang itu. 

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah, ditransliterasikan sesuai 

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.  

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 

tanda sambung atau hubung. 
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Contoh: 

 al-rajulu - الرجل

 al-qalamu -القلم

7. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. 

Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak 

di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

 

Contoh: 

Hamzah di awal اكل Akala 

Hamzah di tengah تأخذكف ta‟khuz|ūna 

Hamzah di akhir النّوء an-nau‟u 

 

8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‟il, isim maupun huruf, ditulis 

terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang 

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat 

dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan 

dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis 

memilih penulisan kata ini dengan perkata.  

Contoh:  

wa innalla  : وانْاللهْنهىْخيرانرازقيه @ha lahuwa khair ar-ra@ziqi@n 

 fa aufu@ al-kaila wa al-mi@zan  :   فاوفىاْانكيمْوانميسان

9. Huruf Kapital  

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, 

transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 
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digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandang. 

Contoh:  

َالاَرسوَؿكمامحدَ Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l. 

 Wa laqad raa>hu bi al-ulfuq al-mubi>n كلقدَراهَبالافقَالمبين
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PENERAPAN PRINSIP 5C PADA PEMBIAYAAN MIKRO IB DALAM 

MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH  

 DI BRISYARIAH KCP PURBALINGGA 

  

Khomsatun Nafingah 

NIM. 1522203022 

 

Program Studi DIII Manajemen Perbankan Syariah 

Fakultas Ekonomian Bisnis Islam  

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 

  

ABSTRAK 

Bank BRISyariah KCP Purbalingga merupakan bank dengan NPF (Non 

Performing Financing) yang cukup tinggi sebesar 4,5%. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa analisis pembiayaan dilakukan oleh bank belum efektif. Terbukti 

dengan adanya pembiayaan bermasalah yang terjadi pada beberapa nasabah 

pembiayaan mikro iB di BRISyariah KCP Purbalingga. Pembiayaan mikro iB 

meruapakan pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah. Hal ini dibuktikan 

dengan banyaknya nasabah dari tahun 2015-2017 sebanyak 748. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan 

mendeskripsikan penerapan prinsip 5C pada pembiayaan mikro iB dalam 

meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di BRISyariah KCP Purbalingga. 

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data 

sekunder. Kemudian untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya berkaitan dengan 

model analisis data yang digunakan ialah model analisis data yang dikembangkan 

oleh Miles dan Huberman, yakni mereduksi data, menyajikan data, dan verifikasi 

atau penarikan kesimpulan. Untuk uji keabsahan data dalam penelitian ini 

menggunakan uji kredibilitas menggunakan metode triangulasih sumber. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa penerapan prinsip 5C pada pembiayaan mikro iB di bank 

BRISyariah KCP Purbalingga terdapat kesalahan dalam melakukan analisis 

character dan capacity. Account officer micro dalam melakukan analisis ini 

kurang teliti dan kurang hati-hati sehingga menimbulkan pembiayaan yang 

diajukan mengalami bermasalah. Dengan adanya pembiayaan bermasalah dan 

data NPF (Non Performing Financing) yang mengalami kenaikan setiap tahunnya, 

maka bank BRISyariah KCP Purbalingga melakukan berbagai cara untuk 

meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara monitoring dan 

maintance yang intensif dan ketat serta analisa nasabah yang lebih teliti dan lebih 

baik lagi. 

 

Kata kunci: Penerapan Prinsip 5C, Pembiayaan Mikro iB, Risiko 

Pembiayaan Bermasalah 
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ABSTRACT 

 

Bank BRISyariah KCP Purbalingga is a bank with NPF (Non Performing 

Financing) is quite high at 4.5%. Thus, it can be said that the analysis of financing 

done by the bank has not been effective. Proven with the problematic financing 

that occurred in some customers of micro-financing iB in BRISyariah KCP 

Purbalingga. Micro Financing iB meruapakan financing a lot of interest by 

customers. This is evidenced by the number of customers from 2015-2017 as 

much as 748. 

This research is a qualitative descriptive research that is by describing the 

application of 5C principle on micro financing iB in minimizing risk of problem 

financing in BRISyariah KCP Purbalingga. In this research, data source used is 

primary data and secondary data. Then for data collection techniques used are 

techniques of observation, interviews, and documentation. Furthermore related to 

the data analysis model used is a data analysis model developed by Miles and 

Huberman, namely reducing data, presenting data, and verification or withdrawal 

of conclusions. To test the validity of data in this study using the credibility test 

using triangulasih source method. 

Based on the results of research and discussion that have been done, it can 

be concluded that the application of the principle of 5C on micro financing iB in 

bank BRISyariah KCP Purbalingga errors in performing character and capacity 

analysis. The micro account officer in conducting this analysis is less 

conscientious and less cautious, causing the financing proposed to have problems. 

With the problematic financing and NPF (Non Performing Financing) data 

increasing every year, BRISyariah KCP Purbalingga Bank performs various ways 

to minimize the risk of non-performing financing by tight and intensive 

monitoring and maintaining and more careful and better customer analysis again. 

 

Keywords: Implementation of Principle 5C, Micro Financing iB, Problematic 

Financing Risk. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dengan semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, semakin 

meningkat pula permintaan/kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek-

proyek pembangunan. Namun, dana pemerintah yang bersumber dari APBN 

sangat terbatas untuk menutup kebutuhan dana di atas, karenanya pemerintah 

menggandeng dan mendorong pihak swasta serta berperan dalam membiayai 

pembangunan potensi ekonomi bangsa.
1
 

Bank Islam atau yang disebut dengan bank syariah adalah bank yang 

beroperasi tanpa mengandalkan bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai 

lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan 

berlandasan Al-Qur’an dan hadits. Antonio dan Perwaatmadja membedakan dua 

pengertian, yaitu bank Islam dan bank yang beroperasi dengan prinsip syariat 

Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariat Islam dan 

tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan hadits. 

Adapun bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam adalah bank 

yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam, 

khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.
2
 

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut financial 

intermediary. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya 

berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu 

dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya 

perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan 

komoditas, antara lain: 1) Memindahkan uang; 2) Menerima dan membayarkan 

                                                             
1
 Kasmir, Pemasaran Bank, (Jakarta: Rajawali Peress, 2008), hlm.250. 

2
 Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung, Pustaka Setia, 2013), hlm.15. 
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kembali uang nasabah; 3) Membeli dan menjual surat-surat berharga; dan 4) 

Memberi jaminan bank.
3
  

Bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada nasabah yaitu dalam 

bentuk pemberian pembiayaan, akan tetapi dalam pemberian pembiayaan 

tersebut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk penilaian pembiayaan, 

karena layak tidaknya pembiayaan yang diberikan akan sangat mempengaruhi 

stabilitas keuangan bank. Penilaian pembiayaan harus memenuhi kriteria yaitu 

keamanan pembiayaan (safety), terarahnya tujuan penggunaaan pembiayaan 

(sustainability), dan menguntungkan (profitable). Penilaian-penilaian ini 

bertujuan untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan resiko akibat 

tidak terbayarnya pembiayaan, serta menghitung kebutuhan pembiayaan yang 

layak.
4
 

Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan 

sebagai acuan bagi bank syariah untuk meyakini kelayakan atas permohonan 

pembiayaan nasabah. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian pembiayaan 

serta analisis yang mendalam, perlu dilakukan oleh bank syariah agar bank tidak 

salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan 

kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang 

diperjanjikan.
5
Dalam perbankan syariah, pada umunya menganalisis proses 

pemberian pembiayaan kepada nasabah yaitu menggunakan prinsip 5C, dimana 

prinsip tersebut digunakan untuk menilai apakah calon nasabah bernilai layak 

atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan yang akan diberikan. Adapun prinsip 

5C terdiri dari Character (watak/sifat), Capacity (kemampuan), Capital (modal), 

Collateral (jaminan), dan Condition of Economi (kondisi ekonomi). 

                                                             
3
Muhamad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 

hlm.1.  
4
 Binti Nur Asiyah, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Teras, 2014), 

hlm.79-80. 
5
 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.120. 
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Pembiayaan atau financing merupakan pendanaan yang diberikan oleh 

suatu pihak bank kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, 

pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi 

yang telah direncanakan.
6
  

Kegiatan pembiayaan dalam perbankan syariah sangat penting dan menjadi 

penunjang kelangsungan hidup bank jika dikelola dengan baik. Pengelolaan 

pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan akan 

menyebabkan ambruknya bank syariah. Dana masyarakat selayaknya disalurkan 

untuk keperluan pembiayaan yang produktif, yaitu dalam bentuk pembiayaan 

dengan memperhatikan kaidah-kaidah aman, lancar, dan menghasilkan. Dalam 

pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah pasti banyak terjadi kendala-

kendala yang dialami, seperti kendala wanprestasi, pembiayaan bermasalah 

ataupun kendala lainnya. 

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan di mana nasabah tidak 

dapat memenuhi kewajibannya yang memimbulkan performance suatu bank 

tidak baik. Berikut adalah kategori kualitas pembiayaan pada perbankan syariah: 

Tabel 1.1 

Kategori Kualitas Pembiayaan Pada Perbankan Syariah 

 

Kualitas 

Pembiayaan 

Kategori Masa Keterlambatan 

Kolektabilitas 1 Lancar 0 s/d 30 hari 

Kolektabilitas 2 Perhatian Khusus 30 s/d 60 hari 

Kolektabilitas 3 Kurang Lancar 90 s/d 180 hari 

Kolektabilitas 4 Diragukan 180 s/d 270 hari 

Kolektabilitas 5 Macet >270 hari 

Sumber:Data yang diolah dari BRISyariah KCP Purbalingga. 

 

                                                             
6
 Muhamad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 

hlm.41. 
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Berdasarkan tabel di atas kualitas pembiayaan yang sampai dikatakan 

tingkat pembiayaan bermasalah yang sampai ke rentan NPF (Non Performing 

Financing) yaitu apabila nasabah mengalami angka kolektabilitas lima ke atas. 

Akan tetapi, untuk angka kolektablitas tiga dan empat bank juga harus 

melakukan pengawasan yang lebih mendalam kepada nasabah-nasabah, karena 

angka kolektabilitas tersebut merupakan cikal bakal yang nantinya akan 

menduduki angka kolektabilitas lima jika tidak dilakukan penanganan yang 

maksimal. Angka kolektabilitas pembiayaan tersebut sudah menjadi 

tanggungjawab bank untuk dapat mencarikan solusi kepada nasabah-nasabah 

yang mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran setiap bulannya, agar 

tidak terjadi pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah yang nantinya akan 

berdampak negative besar bagi kesehatan bank syariah tersebut. 

PT Bank BRISyariah merupakan bank syariah terbesar ketiga berdasarkan 

assetnya yang tumbuh dengan pesat dan baik. Selain itu, jumlah pembiayaan dan 

dana pihak ketiganya juga tumbuh sangat pesat. Pembiayaan di BRISyariah di 

bagi menjadi dua pembiayaan, yakni pembiayaan mikro dan pembiayaan non 

mikro. Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang menjadi salah satu pilar 

pertumbuhan bisnis di BRISyariah KCP Purbalingga dibandingkan dengan 

pembiayaan non mikro itu sendiri. Berikut dapat dijelaskan pada tabel di bawah 

ini tentang perbedaan jumlah peminatan nasabah terhadap pembiayaan mikro dan 

non mikro iB di BRISyariah KCP Purbalingga: 

Tabel. 1.2. 

Perbandingan Jumlah Nasabah Pembiayaan Mikro dan Pembiayaan 

Non Mikro iB di BRISyariah KCP Purbalingga 

 

Tahun Pembiayaan Mikro Pembiayaan Non 

Mikro 

2015 178 30 

2016 390 24 

2017 180 36 

Sumber: Data yang diolah dari BRISyariah KCP Purbalingga 
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 Tabel 1.3. 

Perbandingan Jumlah Nasabah Pembiyaan Bermasalah pada 

Pembiayaan Mikro dan Non Mikro iB di BRISyariah KCP Purbalingga 

 

Tahun Pembiayaan Mikro Pembiayaan Non 

Mikro 

2015 7 4 

2016 4 4 

2017 4 4 

 Jumlah  15 12 

Sumber: Data yang diolah dari BRISyariah KCP Purbalingga 

      

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa pembiayaan mikro iB di 

BRISyariah KCP Purbalingga memiliki jumlah nasabah dan jumlah pembiayaan 

bermasalah lebih banyak dibandingkan dengan pembiayaan non mikro itu 

sendiri. Pada tahun 2016 bank mengalami kenaikan jumlah nasabah pembiayaan 

mikro iB sebanyak 390 nasabah dan bank juga berhasil menurunkan jumlah 

nasabah pembiayaan bermasalah yang awalnya 7 menjadi 4 nasabah. Dengan 

begitu membuktikan bahwa pada tahun 2016 bank berhasil mengalami 

perbaikan. Pada tahun 2017 bank mengalami penurunan jumlah nasabah pada 

pembiayaan mikro iB menjadi 180 nasabah, akan tetapi bank tidak dapat 

menurunkkan jumlah nasabah pembiayaan bermasalahnya. Hal ini disebabkan 

karena nasabah melakukan sidestreaming (penyalahgunaan dana tidak sesuai 

dengan tujuan awal), dan kurangnya monitoring  dari account officer micro 

kepada nasabah sehingga menyebabkan terjadinya rembesan atau migrasi 

nasabah yang awalnya menduduki angka kolektabilitas 2 berpindah ke angka 

kolektabilitas 3, yang akhirnya berdampak negative bagi bank BRISyariah KCP 

Purbalingga itu sendiri khususnya pada pembiayaan mikro iB. 

 Pembiayaan mikro iB dibagi menjadi tiga yakni mikro 25iB, mikro 75iB 

dan mikro 200iB
7
. Pembiayaan mikro iB merupakan pembiayaan yang diberikan 

                                                             
7
 Mikro 25iB yaitu pembiayaan dengan plafond Rp. 5-25 juta dengan tenor 6-36 bulan, mikro 

75 iB yaitu pembiayaan dengan plafond Rp. 25-75 juga dengan tenor 36-60 bulan, dan mikro 200iB 

yaitu pembiayaan dengan plafond Rp.0-200 juta dengan tenor maksimal 60 bulan. 
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kepada nasabah yang memiliki usaha dan membutuhkan modal kerja dengan 

ketentuan lama usaha minimal 2 tahun yang pada umumnya bersifat perorangan 

dan memberikan fasilitas pinjaman, dimana peminjam/pengaju pembiayaan 

diharuskan untuk memberikan agunan atau jaminan. Transaksi pembiayaan 

mikro iB menggunakan dua paduan akad, yaitu akad murabahah bil wakalah. 

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan 

yang disepakati. Sedangkan wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh 

seseorang kepada yang lain dalam barang yang diwakilkan. Jadi murabahah bil 

wakalah adalah pembiayaan yang dilakukan dengan akad murabahah yang 

kemudian diikuti dengan akad wakalah untuk melengkapinya.
8
 

Pembiayaan mikro iB ini juga disebut dengan bisnis maintance atau bisnis 

monitoring. Pembiayaan yang selalu dalam pengawasan bank sampai angsuran 

pembiayaan tersebut selesai. Pembiayaan mikro iB tidak hanya melakukan jual 

beli saja, ketika bank sudah mencairkan dana pembiayaan kepada nasabah pihak 

bank tetap melakukan monitoring secara berkala. Dengan adanya monitoring, 

pihak bank dapat mengetahui perkembangan usaha nasabah, apakah mengalami 

kendala-kendala atau berjalan lancar. Ketika nasabah mengalami pembiayaan 

bermasalah, pihak bank mempunyai kewajiban untuk mencarikan solusi pada 

masalah yang dialaminya. Karena, apabila pembiayaan bermasalah tersebut terus 

dibiarkan akan berdampak besar bagi kesehatan bank syariah tersebut. Berikut 

adalah tingkat NPF (Non Performing Financing) yang terjadi di BRISyariah 

KCP Purbalingga. 

 

 

 

 

 

                                                             
8
 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 

2001), hlm.120. 
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Tabel 1.4. 

Tingkat NPF (Non Performing Financing) dari Tahun 2015-Tahun 

2017 di BRISyariah KCP Purbalingga 

 

Tahun Tingkat NPF (Non Performing 

Financing) 

Tahun 2015 3,2 % 

Tahun 2016 4 % 

Tahun 2017 4,5 % 

Sumber:Data yang diolah dari BRISyariah KCP Purbalingga. 

 

Berdasarkan data 3 tahun terakhir tersebut, untuk tingkat NPF (Non 

Performing Financing) di BRISyariah KCP Purbalingga selalu mengalami 

kenaikan. Dengan begitu kesehatan bank di BRISyariah KCP Purbalingga 

semakin memburuk. Berkaitan dengan adanya kenaikan NPF (Non Performing 

Financing) disetiap tahunnya, bank sebelum melakukan pemberian pembiayaan 

kepada calon nasabah harus melakukan analisis pembiayaan secara detail dan 

lebih mendalam mengenai layak tidaknya nasabah yang akan diberikan 

pembiayaan. Analisis pembiayaan dapat dilakukan menggunakan prinsip analisis 

5C. 

Prinsip 5C yang sering disebut dengan prudential principle. Istilah 

“prudent” itu sendiri secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti “bijaksana”. 

Namun, dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk “asas kehati-hatian”. 

Oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah “pengawasan bank berdasarkan asas 

kehati-hatian” atau “manajemen bank berdasarkan asas kehati-hatian”. 

Selanjutnya istilah “prudent” atau asas kehati-hatian tersebut digunakan secara 

meluas dan dalam kontek yang berbeda-beda. Prinsip 5C ini dalam dunia 

perbankan memiliki peranan sangat penting dalam pemberian pembiayaan yang 

akan diberikan kepada calon nasabah, untuk menilai apakah calon nasabah layak 

atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Selain itu bank 

juga tetap harus menjaga kestabilan NPF (Non Performing Financing), semakin 
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kecil NPF (Non Performing Financing) maka keadaan bank akan semakin baik 

dan maksimal, begitupun sebaliknya.  

Berdasarkan pemaparan dan data jumlah nasabah pembiayaan bermasalah 

yang terjadi pada pembiayaan mikro di BRISyariah KCP Purbalingga di atas, 

penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana penerapan 

prinsip 5C pada pembiayaan di perbankan syariah khususnya pada pembiayaan 

mikro di BRISyariah KCP Purbalingga. Maka dari itu, penulis menarik 

kesimpulan mengambil judul “Penerapan Prinsip 5C pada Pembiayaan Mikro 

iB dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di BRISyariah KCP 

Purbalingga”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas penulis menarik rumusan 

masalah adalah “Bagaimana penerapan prinsip 5C pada pembiayaan mikro iB 

dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di BRISyariah KCP 

Purbalingga? 

C. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud penulisan laporan tugas akhir adalah untuk mengetahui bagaimana 

penerapan prinsip 5C pada pembiayaan mikro iB dalam meminimalisir risiko  

pembiayaan bermasalah di BRISyariah KCP Purbalingga. Dalam hal ini, penulis 

mencoba untuk membandingkan antara teori-teori yang ada dengan praktek yang 

terjadi di lembaga keuangan perbankan syariah, yaitu dengan melakukan 

observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung di BRISyariah KCP 

Purbalingga. Selain itu, juga dapat menambah pengetahuan khususnya untuk 

penulis sendiri dan untuk pembaca pada umumnya. 

Tujuan penulisan laporan tugas akhir adalah untuk mengembangkan 

kemampuan mahasiswa dalam menulis hasil laporan penelitian, maka dengan 

demikian mahasiswa dapat memaparkan secara detail praktek kerja yang 

dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Program DIII MPS 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Penulis 

Sebagai media untuk menerapkan dan mengaplikasikan ilmu manajemen 

perbankan selama kuliah serta dapat menambah pengetahuan dan pengalaman 

dibidang penelitian. 

2. Bagi Perusahaan (BRISyariah KCP Purbalingga) 

Perusahaan diharapkan lebih efektif lagi dalam meberikan pembiayaan 

mikro kepada nasabah dengan menggunakan prinsip syariah khusunya 

prinsip5C, serta bisa dijadikan bahan evaluasi kinerja lembaga keuangan 

syariah pada umumnya. Juga diharapkan dapat memberikan motivasi terhadap 

BRISyariah KCP Purbalingga untuk selalu terus berkembang. 

3. Bagi Masyarakat 

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap 

bank syariah dan mengembangkan operasional perbankan syariah jika 

melakukan hubungan dengan bank syariah. 

E. Definisi Operasional Variabel 

1. Prinsip Analisis 5C pada Pembiayaan 

Prinsip merupakan sesuatu yang dijadikan pedoman dalam 

melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-

pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada 

saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis 

pembiayaan pada perbankan syariah didasarkan pada rumus 5C.
9
 

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, mewajibkan 

pula Bank Umum Syariah untuk memiliki dan menerapkan pedoman 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang 

                                                             
9
 Muhamad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 

hlm.198. 
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ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pedoman analisis penyaluran dana perbankan 

syariah didasarkan pada penilaian seksama pada prinsip 5C,
10

 yaitu: 

a. Character  

Character ini menggambarkan watak/kepribadian calon nasabah 

penerima fasilitas terutama didasarkan pada hubungan yang telah terjalin 

antara Bank Syariah dan/atau UUS dan nasabah atau calon nasabah yang 

bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat 

dipercaya sehingga calon nasabah dapat dikategorikan mempunyai watak 

jujur, beritikad baik, dan tidak menyulitkan Bank Syariah dan/atau UUS 

di kemudian hari. 

b. Capacity 

Capacity ini menggambarkan kemampuan calon nasabah penerima 

fasilitas terutama bank harus meneliti tentang keahlian nasabah penerima 

fasilitas dalam bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen calon 

nasabah, sehingga Bank Syariah dan/atau UUS merasa yakin bahwa 

usaha yang akan dibiayai oleh orang yang tepat. 

c. Capital 

Capital ini menggambarkan terhadap modal yang dimiliki oleh calon 

nasabah penerima fasilitas, terutama Bank Syariah dan/atau UUS harus 

melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik 

untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan 

datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon nasabah 

penerima fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon 

nasabah yang bersangkutan. 

d. Collateral  

Collateral ini menggambarkan penilaian terhadap agunan, Bank 

Syariah dan/atau UUS harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang 

                                                             
10

 Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2012), hlm.148-149. 
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dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, 

surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan 

tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah 

penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan 

tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali 

pembiayaan dari Bank Syariah dan/atau UUS yang bersangkutan. 

e. Condition of Economy 

Condition of economy ini menggambarkan terhadap proyek usaha 

calon nasabah penerima fasilitas, Bank Syariah terutama harus melakukan 

analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, 

baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat 

diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon nasabah 

yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan. 

2. Pembiyaan Mikro iB  

Pembiayaan Mikro iB adalah pembiayaan yang diberikan kepada 

usaha produktif milik orang perseorangan dan atau badan usaha perorangan 

yang memenuhi kriteria usaha mikro. Dilihat dari kepentingan perbankan, 

pembiayaan mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk 

dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasinya, karena usaha 

mikro mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki 

oleh usaha non mikro. Tujuan dari pembiayaan mikro iB ini digunakan 

sebagai kebutuhan modal kerja atau investasi dan setidaknya sudah memiliki 

usaha tetap kurang lebih sudah berjalan selama 2 tahun.
11
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 Setiana Fatimah, Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro iB dengan Akad Murabahah di 

BRI Syariah KCP Sragen, IAIN Salatiga, 2016, hlm.48. 
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3. Pembiayaan Bermasalah 

Pembiayaan Bermasalah adalah kredit-kredit atau pembiayaan yang 

tidak memiliki performance yang baik dan diklasifikasikan sebagai kurang 

lancar, diragukan dan macet.
12

  

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet disebabkan 

oleh kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah, penyebabnya 

dapat dibagi 2 yaitu: 

a. Faktor Internal 

Faktor yang ada di dalam perbankan sendiri dan faktor utama 

yang paling dominan yaitu manajerial. Kesulitan-kesulitan keuangan 

perbankan yang timbul karena faktor manajerial dapat diketahui dari 

kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya 

pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang 

tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang 

tidak cukup. 

b. Faktor Eksternal 

Faktor-faktor yang ada di luar kekuasaan manajemen 

perbankan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan 

teknologi dan lain sebagainya.
13

 

F. Metode Penelitian 

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka penulis menggunakan metode: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun tugas akhir ini 

adalah penelitian lapangan (filed research), yaitu penelitian langsung ke 

                                                             
12

 Maidalena, Jurnal Anaisis Faktor Non Performing Financing (NPF) pada Industri 

Perbankan Syariah, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN SU: Tahun 2014), hlm.132. 
13

 Kartika Marella Vanni, Jurnal Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing 

Financing pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2016, (Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri Kudus: Tahun 2017), hlm.309. 
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lapangan atau ke tempat yang menjadi bagian dari penelitian (BRISyariah 

KCP Purbalingga) sehingga penelitian ini difokuskan untuk menelusuri dan 

mengkaji bahan-bahan yang ada di lapangan serta relevan dengan 

permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian lapangan ini penulis 

menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk 

menganalisis data yang instrumennya adalah orang atau peneliti sendiri, 

yang bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan 

dan kemudian dikonstruksikan menjadi teori.
14

 

2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Bank BRISyariah Kantor 

Cabang Pembantu Purbalingga yang beralamat di Jln. MT. Haryono, 

No.267, Karangsentul, Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga, Jawa 

Tengah 53372. 

b. Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai pada tanggal 22 

Januari sampai dengan tanggal 02 Maret 2018. 

3. Subyek dan Obyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah Bank BRISyari’ah Kantor Cabang 

Pembantu Purbalingga. 

Obyek penelitian ini adalah Penerapan Prinsip 5C pada Pembiayaan 

Mikro iB dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah. 

4. Sumber Data 

Sumber data adalah subyek dari mana asal data penelitian itu 

diperoleh. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek 

penelitian tanpa melewati orang atau lembaga lain. Artinya, data tersebut 

                                                             
14 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2014), 

hlm.8. 
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dicatat pertama kalinya oleh penyusun sebelum dicatat atau diolah oleh 

orang atau lembaga lain. Sedangkan data sekunder adalah data yang 

diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Data ini diperoleh dari buku-

buku atau pustaka yang berhubungan dengan topik penelitian serta hasil 

survei yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Data sekunder ini 

juga dapat diperoleh dari brosur-brosur yang digunakan sebagai data 

tambahan untuk mendukung penelitian ini. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Penulis menggunakan data primer dengan cara 

wawancara dengan marketing serta pihak yang terkait dengan bank syariah. 

Dan penulis menggunakan data sekunder dengan brosur, buku, catatan 

yang terdapat di bank. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam melakukan penelitian, di samping menggunakan metode 

yang tepat, juga perlu memilih teknik pengumpulan data yang relevan. 

Pengumpulan data yang relevan dapat diperoleh melalui: 

a. Teknik Osbervasi 

Observasi adalah cara atau teknik pengumpulan data dengan 

pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematika 

fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini peneliti mengamati 

langsung terhadap system operasional dan kegiatan yang dilakukan 

di BRISyariah KCP Purbalingga. Tujuan dari teknik observasi ini 

adalah untuk mendapatkan data berupa aktifitas, kejadian, 

peristiwa, objek, kondisi tertentu yaitu berupa data-data nyata yang 

ada di BRISyariah KCP Purbalingga. 

b. Teknik Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam metode 

survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek 

penelitian. Teknik wawancara ini dilakukan jika peneliti 
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memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden. Hasil 

wawancara selanjutnya, dicatat oleh pewawancara sebagai data 

penelitian.  

Teknik ini dilakukan oleh penulis bertujuan untuk menggali 

data atau informasi tentang operasional di BRISyariah KCP 

Purbalingga khususnya mengenai pembiayaan mikro iB.  

c. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis 

yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber 

dokumen ataupun buku-buku, koran, majalah, brosur dan lain-lain. 

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Adapun 

sumber-sumber dokumentasi tersebut berasal dari buku laporan 

tahunan BRISyariah KCP Purbalingga, brosur-brosur,formulir-

formulir dan lain sebagainya untuk mendukung informasi-informasi 

yang diperlukan untuk penelitian.  

6. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan 

sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang 

lain. Penelitian ini menggunakan metode analisis data Miles and Huberman 

(1984), bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 
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interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya sudah jelas.
15

 

Dalam penelitian ini, akan dijelaskan penerapan prinsip 5C pada 

pembiayaan mikro iB dalam meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah di 

BRISyariah KCP Purbalingga. 

7. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji 

kredibilitas. Uji kredibilitas data atau kepercayaann terhadap data hasil 

penelitian ini dilakukan dengan metode triangulasi sumber. Metode 

triangulasi merupakan metode pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi dengan 

sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

penelitian kualitatif.  

Dalam penelitian ini, penulis melakukan dengan cara: (1) 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) 

membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi; (3) membandingkan hasil wawancara dengan isi 

suatu dokumen yang berkaitan.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Kajian Teori 

1. Analisis Prinsip 5C 

a. Pengertian Prinsip 5C 

Prinsip 5C yang sering disebut dengan prudential principle. Istilah 

“prudent” itu sendiri secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti 

“bijaksana”. Namun, dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk 

“asas kehati-hatian”. Oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah 

“pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian” atau “manajemen bank 

berdasarkan asas kehati-hatian”. Selanjutnya istilah “prudent” atau asas 

kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas dan dalam kontek yang 

berbeda-beda. Prinsip 5C ini dalam dunia perbankan memiliki peranan 

sangat penting dalam pemberian pembiayaan yang akan diberikan kepada 

calon nasabah, untuk menilai apakah calon nasabah layak atau tidak untuk 

mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Selain itu bank juga tetap 

harus menjaga kestabilan NPF (Non Performing Financing), semakin kecil 

NPF (Non Performing Financing) maka keadaan bank akan semakin baik 

dan maksimal, begitupun sebaliknya.
16

  

b. Prinsip 5C 

Dengan adanya analisis pembiayaan, dapat dicegah secara dini 

kemungkinan terjadinya default oleh calon debitur. Default adalah 

kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi 

pembiayaan yang diterimanya sesuai dengan kesepakatan yang sudah 

disepakati dan diperjanjikan bersama.
17

 Adapaun prinsip 5C pada 
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 Permadi Gandapraja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2004), hlm.21. 
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perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, 

adalah sebagai berikut:
18

 

1) Character 

Character menggambarkan watak dan kepribadian calon nasabah. 

Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah 

dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai 

keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan 

yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin meyakini willingness to 

repay dari calon nasabah, yaitu keyakinan bank terhadap kemauan 

calon nasabah mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka 

waktu yang telah diperjanjikan. Bank ingin mengetahui bahwa calon 

nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai 

komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya. 

2) Capacity 

Capacity ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan 

calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu 

pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan 

keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank 

syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon 

nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. 

Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan 

semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat 

dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat 

dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan. 

3) Capital 

Capital atau modal yang perlu disertakan dalam obyek 

pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Modal 
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 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.120-125. 
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merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau 

jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. 

Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon nasabah 

dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan 

keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan 

pembayaran kembali. 

4) Collateral 

Collateral merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah 

atas pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber 

pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar 

angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap 

agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber 

pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya. 

5) Condition of Economy 

Condition of economy merupakan analisis terhadap kondisi 

perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon 

nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi. Bank perlu melakukan 

analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di 

masa yang akan datang, untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi 

terhadap calon nasabah. 

c. Prosedur Analisis Pembiayaan 

1) Pengajuan berkas-berkas. 

2) Penyelidikan berkas jaminan 

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan 

sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk 

menyelidiki keabsahan berkas.  

3) Wawancara awal 

Merupakan penyidikan kepada calon nasabah dengan langsung 

berhadapan. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas-
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berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan bank yang inginkan 

atau tidak. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan 

kebutuhan nasabah yang sebenarnya. 

4) On the Spot 

Merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau 

berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. 

5) Wawancara II 

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika ada kekurangan-

kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. 

6) Keputusan pembiayaan 

Keputusan pembiayaan merupakan keputusan apakah pembiayaan 

tersebut akan diterima atau ditolak oleh pihak bank. 

7) Penandatanganan akad/perjanjian 

8) Realisasi Pembiayaan 

9) Penarikan/penyaluran dana 

Merupakan pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai 

realisasi dari pemberian pembiayaan.
19

 

2. Pembiayaan Mikro  

a. Pengertian Pembiayaan 

 Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian I believe, I 

trust, yaitu “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan 

pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh 

kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan 

oleh bank selaku shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan 

benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas 

serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. 
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 Dalam arti lain, pembiayaan merupakan penyediaan utang atau tagihan 

yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan 

lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi 

hasil.
20

 

 Menurut Ahmad Dahlan dalam buku Bank Syariah, Pembiayaan 

(financing) merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, 

sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit (lending). 

Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga (interest based), sedangkan 

dalam pembiayaan (financing) berbasis keuntungan riil yang dikehendaki 

(margin) ataupun bagi hasil (profit sharing).
21

 

 Sedangkan pembiayaan (financing) menurut Muhammad adalah 

pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk 

mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri 

maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang 

dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.
22

 

 Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan 

adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang 

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka 

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil di dalam perbankan syariah, 

pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada 

prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.
23
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  Berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu berupa:
24

 

1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah. 

2) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam dan 

Isthisna. 

b. Tujuan Pembiayaan 

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan 

pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan stake 

holder, yakni:
25

 

1) Pemilik 

Para pemilik ini, mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas 

dana yang ditanamkan pada bank tersebut. 

2) Pegawai 

Para pegawai ini mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari 

bank yang dikelolanya. 

3) Masyarakat 

a) Pemilik dana 

Pemilik dana ini mengharapkan akan memperoleh bagi hasil dari 

dana yang sudah diinvestasikan. 

b) Debitur yang bersangkutan 

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu 

guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk 

pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif). 
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c) Masyarakat umumnya-konsumen 

Masyarakat ini mengharapkan dapat memperoleh barang-barang 

yang dibutuhkannya. 

4) Pemerintah 

Dengan adanya penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam 

pembiayaan pembangunan negara, di samping itu akan diperoleh pajak 

(berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan 

juga perusahaan-perusahaan). 

5) Bank 

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan 

diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya 

agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin 

banyak masyarakat yang dapat dilayaninya. 

c. Fungsi Pembiayaan  

Beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada 

masyarakat penerima adalahh sebagai berikut:
26

 

1) Meningkatkan daya guna uang 

Pada asasnya melalui pembiyaan terdapat suatu usaha peningkatan 

produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian, dana yang 

mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) 

tidaklah idle (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang 

bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan 

bagi masyarakat. 
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2) Meningkatkan daya guna barang 

a) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memprodusir 

bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan 

tersebut meningkat. 

b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang 

dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih 

bermanfaat. 

3) Meningkatkan peredaran uang  

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha 

menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti 

cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan 

peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang. Oleh 

karenanya, pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha 

sehingga pengguna uang akan bertambah baik kualitataif apalagi 

secara kuantitatif. 

4) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. 

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha 

untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan 

profit. Apabila keuntungan secara kumulatif dikembangkan lagi dalam 

arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka 

peningkatan akan berlangsung secara terus menerus. 

5) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional 

Bank sebagai lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri 

tapi juga di luar negeri. Negara-negara kaya atau yang kuat 

ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan 

bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau yang 

sedang membangun. Melalui bantuan pembiayaan antar negara (G to 

G, Government to Government), maka hubungan antar negara pemberi 
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dan penerima pembiayaan akan bertambah erat terutama yang 

menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan). 

d. Jenis Pembiayaan 

Jenis-jenis pembiayaan pada bank syariah adalah sebagai berikut:
27

 

1) Pembiayaan Modal Kerja Syariah 

Secara umum, pembiayaan modal kerja syariah adalah 

pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk 

membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-

prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 

(satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. 

Perpanjangan fasilitas pembiayaan ini diakukan atas dasar hasil 

analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. 

Fasilitas pembiyaan ini dapat diberikan kepada seluruh 

sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan 

dengan syariat Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-

undangan yang berlaku serta yang dinyatakan jenuh oleh bank 

Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada 

debitur/calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan 

mengoptimalkan keuntungan bank. 

2) Pembiayaan Investasi Syariah 

Pembiayaan investasi syariah adalah penanaman dana dengan 

maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan di kemudian 

hari, mencakup hal-hal antara lain: 

a) Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa 

keuntungan dalam bentuk financial atau uang (financial benefit) 

b) Badan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan 

berupa uang, sedangkan badan sosial dan badan-badan 
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pemerintah lainnya lebih bertujuan untuk memberikan manfaat 

sosial (social benefit) dibandingkan dengan keuntungan 

financialnya. 

c) Badan-badan usaha yang mendapat pembiayaan investasi dari 

bank harus mampu memperoleh keuntungan financial (financial 

benefit) agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi 

kewajibannya kepada bank. 

Investasi ini dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: 

a) Investasi pada masing-masing komponen aktiva lancar, 

b) Investasi pada aktiva tetap atau proyek, 

c) Investasi dalam efek atau surat berharga (securities). 

3) Pembiayaan Konsumtif Syariah 

Secara definitif, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi 

kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk 

tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud pembiayaan konsumtif 

syariah adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar 

usaha dan umumnya bersifat perorangan. 

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, 

pembiayaan konsumtif syariah ini dibagi menjadi 5 (lima) bagian, 

yaitu: 

a) Pembiayaan konsumen akad murabahah; 

b) Pembiayaan konsumen akad IMBT; 

c) Pembiayan konsumen akad ijarah; 

d) Pembiayaan konsumen akad istishna; 

e) Pembiayaan konsumen akad qardh + ijarah. 

4) Pembiayaan Sindikasi 

Secara definitif, pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang 

diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek 

pembiayaan tertentu. Pada umunya pembiayaan ini diberikan bank 
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kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat 

besar. Pembiayaan sindikasi ini mempunyai 3 (tiga) bentuk, yakni: 

a) Lead Syndication, yaitu sekelompok bank yang secara bersama-

sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang 

bertindak sebagai leader. Modal yang diberikan oleh masing-

masing bank dilebur menjadi satu kesatuan, sehingga 

keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggungan bersama, 

sesuai dengan proporsi modal masing-masing. 

b) Club Deal, yaitu sekelompok bank yang secara bersama-sama 

membiayai satu proyek, tapi antara bank yang satu dengan yang 

lain tidak mempunyai hubungan kerja sama bisnis dalam arti 

penyatuan modal. Masing-masing bank membiayai suatu bidang 

yang berbeda dalam proyek tersebut. Dengan demikian masing-

masing bank akan memperoleh keuntungan akan sesuai dengan 

bidang yang dibiayainya dalam proyek tersebut. Jelasnya 

hubungan antar peserta sindikasi ini hanya sebatas hubungan 

koordinatif. 

c) Sub Syndication, yaitu bentuk sindikasi yang terjadi antara suatu 

bank dilakukan salah satu bank peserta sindikasi lain dan kerja 

sama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan secara 

langsung dengan peserta sindikasi lainnya. 

5) Pembiayaan Berdasarkan Take Over 

Pembiayaan berdasarkan take over adalah pembiayaan yang 

timbul sebagai akibat dari take over terhadap transaksi non syariah 

yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan 

nasabah. Dalam pembiayaan berdasarkan take over ini, bank syariah 

mengklasifikasikan hutang nasabah kepada bank konvensional 

menjadi dua macam, yakni: 
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a) Hutang pokok plus bunga 

b) Hutang pokok saja 

Dalam menangani hutang nasabah yang berbentuk hutang pokok 

plus bunga, bank syariah memberikan jasa qardh karena alokasi 

penggunaan qardh tidak terbatas, termasuk untuk menalangi hutang 

yang berbasis bunga. Sedangkan terhadap hutang nasabah yang 

berbentuk hutang pokok saja, bank syariah memberikan jasa hiwalah 

atau pengalihan hutang karena hiwalah tidak bisa untuk menalangi 

hutang yang berbasis bunga. Dengan demikian, dalam memberikan 

pembiayaan, bank syariah dapat mengklasifikasikan pembiayaan yang 

diajukan nasabah ke dalam dua kategori, yakni pembiayaan take over 

atau pembiayaan non take over. 

6) Pembiayaan Letter of Credit  (L/C) 

Secara definitif, pembiayaan letter of credit adalah pembiayaan 

yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi import atau 

eksport nasabah. Pada umumnya, pembiayaan ini dapat menggunakan 

akad, yaitu: 

a) Pembiayaan L/C Import 

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 34/DSN-

MUI/IX/2002, akad yang digunakan untuk pembiayaan L/C 

Import adalah: 

(1) Wakalah bil ujrah; 

(2) Wakalah bil ujrah dengan qardh; 

(3) Murabahah; 

(4) Salam atau istishna dan murabahah; 

(5) Wakalah bil ujrah dan mudharabah; 

(6) Musyarakah; 

(7) Wakalah bil ujrah dan hawalah. 
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b) Pembiayaan L/C Eksport 

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 35/DSN-

MUI/IX/2002, akad yang digunakan untuk pembiayaan L/C 

Eksport adalah: 

(1) Wakalah bil ujrah; 

(2) Wakalah bil ujrah dan qardh; 

(3) Wakalah bil ujrah dan mudharabah;  

(4) Musyarakah; 

(5) Ba’i dan wakalah. 

e. Pembiayaan Mikro 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah bahwa pembiayaan adalah 

penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan 

masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, 

untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah. 

Menurut International Management Communications Corporation 

(IMCC). Microfinance atau pembiayaan mikro sebagai seperangkat teknik 

dan metode perbankan non-tradisional untuk membuka akses seluas-

luasnya kepada sektor yang tidak tersentuh jasa keuangan formal 

(Hadinoto, 2007). Pembiayaan mikro adalah fasilitas pembiayaan yang 

diberikan untuk membiayai kegiatan usaha mikro (Ikatan Bankir Indonesia, 

2014). 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah bahwa Usaha Mikro adalah 

usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan 

yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut: 
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1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 

atau 

2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah).
28

 

Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang menggunakan akad 

murabahah (jual beli) dan akad wakalah. Pembiayaan mikro ini bahkan 

menggunakan kedua akad tersebut secara bersamaan, yakni murabahah bil 

wakalah. Adapun yang disebut akad murabahah bil wakalah adalah 

sebagai berikut: 

1) Murabahah 

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana 

penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, 

termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia 

mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu. 

Adapun jenis murabahah ini dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: 

a) Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan  

Murabahah berdasarkan pesanan ini bank melakukan 

pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Murabahah 

berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat 

nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Pembayaran 

murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. 

b) Murabahah dapat dilakukan berdasarkan tanpa pesanan.
29
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Akad murabahah dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi 

rukun-rukun jual beli murabahah. Menurut jumhur ulama rukun jual 

beli murabahah ada empat, yaitu sebagai berikut:
30

 

a) Orang yang menjual 

b) Orang yang membeli 

c) Sighat 

d) Barang atau sesuatu yang diakadkan.  

2) Wakalah 

Secara bahasa wakalah berarti perlindungan (hifzh), pencukupan 

(kifayah), atau tanggungan (dhaman), yang diartikan juga dengan 

memberikan kuasa atau mewakilkan. Menurut al-Husyani, secara 

bahasa wakalah berarti penyerahan (tafwidh) atau penjagaan (hifzh). 

Secara istilah, menurut Sayyid Sabiq wakalah adalah pelimpahan 

kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal yang boleh 

diwakilkan. 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa wakalah adalah 

pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada 

orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam 

hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau 

wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Namun, apabila kuasa 

itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua risiko dan 

tanggungjawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya berada 

pada pihak pertama atau pemberi kedua.
31

 

Adapun rukun dalam akad wakalah adalah sebagai berikut: 

a) Al muwakkil (orang yang melimpahkan kekuasaan) 

b) Al wakil (orang yang menerima perwakilan) 
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c) Al muwakkil fih (sesuatu yang diwakilkan) 

d) Shigat ijab (ucapan serah terima). 

3) Murabahah bil wakalah  

Akad murabahah bil wakalah adalah jual beli di mana lembaga 

keuangan syariah mewakilkan pembelian produk kepada nasabah 

kemudian setelah produk tersebut didapatkan oleh nasabah kemudian 

nasabah memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah. 

Setelah barang tersebut dimiliki pihak lembaga keuangan dan harga 

dari barang tersebut jelas maka pihak lembaga menentukan margin 

yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan 

disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan nasabah. 

Jumhur ulama telah menyepakati bahwa, dalam hal jual beli 

wakalah dianggap sah selama ada penjelasan tertentu dari muwakkil 

tentang barang obyek wakalah. Penjelasan yang menentukan tentang 

jumlah, jenis dan sifat-sifatnya dari barang yang akan dijual atau 

dibeli. Jika antara bank dan pihak ketiga tidak terjadi serah terima 

barang secara langsung, maka diperlukan instrument akad lain sebagai 

pelengkap seperti akad wakalah, yaitu dilaksanakan ketika bank 

mewakilan kepada nasabah untuk mengambil barang yang berada di 

pihak ketiga.
32

 

3. Pembiayaan Bermasalah  

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah 

Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang dalam kaitannya 

dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah 

berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari 

segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya 

pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), 
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sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang 

kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.
33

 

Menurut Khotibul Umam dalam buku Perbankan Syariah menjelaskan 

bahwa pembiayaan atau kredit bermasalah adalah sebagai berikut
34

: 

1) Kredit yang di dalam pelaksanaanya belum mencapai/memenuhi target 

yang diinginkan oleh pihak bank. 

2) Kredit yang memungkinkan timbulnya risiko dikemudian hari bagi 

bank dalam artian luas. 

3) Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, 

baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan/atau 

pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank 

yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan. 

4) Kredit di mana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama 

apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan 

diperkirakan tidak cukup membayar kembali kredit, sehingga belum 

mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh bank. 

5) Kredit di mana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai 

perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau ada potensi kerugian di 

perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko 

di kemudian bagi bank dalam arti luas. 

6) Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya 

terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos-ongkos bank 

yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan. 
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7) Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan 

macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak. 

b. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah 

Pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu 

kondisi pembiayaan, yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal 

pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau 

diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan 

potensial loss. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah, 

keadaan turunnnya mutu pembiayaan tidak secara tiba-tiba, tetapi selalu 

memeberikan “warning sign” atau factor-faktor penyebab terlebih dahulu 

dalam masa pembiayaan. Adapun beberapa penyebab pembiayaan 

bermasalah adalah sebagai berikut
35

: 

1) Faktor Intern (berasal dari pihak bank) 

a) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah. 

b) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah. 

c) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang untuk 

melakukan side streaming). 

d) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha 

nasabah. 

e) Proyeksi penjualan terlalu optimis. 

f) Lemahnya supervisi dan monitoring. 

g) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable. 

h) Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik 

antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan 

proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik 

perbankan yang sehat. 
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2) Faktor Ekstern (berasal dari pihak luar atau nasabah) 

a) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan 

informasi dan laporan tentang kegiatannya). 

b) Melakukan sidestreaming penggunaan dana. 

c) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah 

dalam persaingan usaha. 

d) Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis. 

e) Usaha yang dijalankan relativ baru. 

f) Bidang usaha nasabah telah jenuh.  

c. Kualitas  Pembiayaan Bermasalah 

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang 

Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 

9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai 

berdasarkan aspek-aspek
36

: 

1) Prospek usaha; 

2) Kinerja (performance) nasabah; 

3) Kemampuan membayar/kemampuan manyerahkan barang 

pesanan. 

Berdasarkan penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan 

ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, 

kurang lancar,diragukan, dan macet. 

Dalam parktik perbankan kualitas pembiayaan untuk golongan lancar 

disebut golongan I (satu), untuk golongan dalam perhatian khusus disebut 

golongan II (dua), untuk golongan kurang lancar disebut golongan III 

(tiga), untuk golongan diragukan disebut golongan IV (empat) dan untuk 
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golongan macet disebut golongan V (lima). Adapun penjelasannya adalah 

sebagai berikut
37

: 

1) Kategori Golongan Lancar 

Kategori ini apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada 

tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan 

laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi 

perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat. 

2) Kategori Golongan dalam Perhatian Khusus 

Kategori golongan ini apabila terdapat tunggakan pembayaran 

angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) 

hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, 

dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, 

serta pelanggaran persyaratan perjanjian  piutang tidak prinsipil. 

3) Kategori Golongan Kurang Lancar 

Kategori golongan ini apabila terdapat tunggakan pembayaran 

angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan 

puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, 

penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, 

dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan 

kuat, terjadi pelangggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian 

piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk 

menyembunyikan kesulitas keuangan. 

4) Kategori Golongan Diragukan 

Kategori golongan ini apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan 

atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari 

sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak 

menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, 
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dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan 

lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan 

pokok perjanjian piutang. 

5) Kategori Golongan Macet 

Kategori golongan ini apabila terdapat tunggakan pembayaran 

angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus 

tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau 

pengikatan agunan tidak ada.  

d. Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah  

Risiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda 

atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah 

dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka bank syariah harus 

mampu meminimalisir ataupun mengatasi terjadinya pembiayaan 

bermasalah itu sendiri. Adapun cara meminimalisir pembiayaan 

bermasalah adalah sebagai berikut: 

1) Upaya Preventive 

Upaya preventive ini merupakan upaya meminimalisir pembiayaan 

bermasalah yang bersifat pencegahan yang dilakukan oleh bank sejak 

permohonn pembiayaan yang diajukan nasabah sampai dengan 

pemantauan dan pengawasan pembiayaan yang diberikan. 

2) Upaya Represif atau Kuratif 

Upaya represif ini merupakan upaya meminimalisir pembiayaan 

bermasalah yang bersifat penanggulangan atau penyelematan 

pembiayaan bermasalah.
38

 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan 

penelitian sehingga dapat memperkarya teori yang digunakan dalam mengkaji 
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penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu ini juga digunakan untuk 

membandingkan anatara peneliti yang telah ditulis oleh peneliti sebelumnya 

dengan penelitian yang sekarang. 

 

No Nama Mahasiswa Judul Penelitian Perbedaan 

1 Tugas akhir Alifian 

Candra Buana, IAIN 

Purwokerto Tahun 

2017 

Analisis 5C dalam 

Upaya Pencegahan 

Pembiayaan 

Murabahah 

Bermasalah di 

BRISyariah KCP 

Purbalingga 

Peneliti Terdahulu 

- Pada pembiayaan 

murabahah 

- Analisis 5C dalam 

upaya pencegahan 

pembiayaan 

bermasalah 

Peneliti Sekarang 

- Pada pembiayaan 

mikro iB 

- Prinsip  5C dalam 

meminimalisir 

pembiayaan 

bermasalah   

2 Tugas akhir Novi 

Isfiyani, IAIN 

Purwokerto Tahun 

2017 

Implementasi 5C 

pada Pembiayaan 

Griya di Bank 

Syariah Mandiri 

KCP Kaliurang 

Yogyakarta 

Peneliti Terdahulu 

- Pada pembiayaan 

griya BSM 

- Dilakukan di BSM 

KCP Kaliurang 

Yogyakarta 

Peneliti Sekarang 

- Pada pembiayaan 

mikro iB 

- Dilakukan di BRI 

Syariah KCP 

Purbalingga. 

3 Tugas akhir Lili 

Yuli Setiyani, IAIN 

Purwokerto Tahun 

2015 
 

Analisis Prosedur 

Pembiayaan Usaha 

Mikro Madya di 

Bank Syariah 

Mandiri KCP 

Banjarnegara 

Peneliti Terdahulu 

- Diakukan di BSM 

KCP Banjarnegara 

- Analsisis prosedur 

pembiayaan 

Peneliti Sekarang 

- Dilakukan di BRI 

Syariah KCP 

Purbalingga 
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- Prinsip 5C dalam 

meminimalisisir 

pembiayaan 

bermasalah 

4 Tugas akhir Annisa 

Dwi Rahmawati, 

IAIN Purwokerto 

Tahun 2017 

Analisis Prinsip 5C 

dalam Pembiayaan 

Multijasa pada Akad 

Ijarah di BPRS 

Suriyah Kantor 

Cabang Slawi 

Peneliti Terdahulu 

- Pada pembiayaan 

multijasa pada akad 

ijarah 

- Dilakukan di BPRS 

Suriyah KC Slawi 

Peneliti Sekarang 

- Pada pembiayaan 

mikro iB 

- Dilakukan di BRI 

Syariah KCP 

Purbalingga 

5 Tugas akhir Oktiana 

Subekti, IAIN 

Purwokerto Tahun 

2016 

Analisis prinsip 5C 

dalam Pembiayaan 

Multiguna pada akad 

Murabahah di Bank 

Syariah Mandiri KC 

Purwokerto 

Peneliti Terdahulu 

- Pada pembiayaan 

multiguna pada akad 

murabahah 

- Dilakukan di BSM 

KC Purwokerto 

Peneliti Sekarang 

- Pada pembiayaan 

mikro iB 

- Dilakukan di BRI 

Syariah  

KCP Purbalingga 

6 Tugas akhir Setiana 

Fatimah, IAIN 

Purwokerto Tahun 

2016 

Analisis Kelayakan 

Pembiayaan Mikro 

iB dengan Akad 

Murabahah di BRI 

Syariah KCP Sragen 

Peneliti Terdahulu 

- Fokus pada analisis 

kelayakan 

pembiayaan mikro 

dengan akad 

murabahah 

Peneliti Sekarang 

- Fokus pada penerapan 

5C dalam 

meminimalisir 

pembiayaan 

bermasalah pada 

pembiayaan mikro iB  

7 Skripsi  Ninik Analisis Penerapan Peneliti Terdahlu 



 
 

40 
 

Nihayah, IAIN 

Syekh Nurjati 

Cirebon Tahun 2015 

Prinsip 5C pada 

Penyaluran 

Pembiayaan di Bank 

BJB Syariah 

Arjawinangun 

- Pada penyaluran 

pembiayaan 

- Dilakukan di bank 

BJB Syariah 

Arjawinangun 

 

Peneliti Sekarang 

- Fokus pada salah satu 

penyaluran 

pembiayaan yaitu 

pembiayaan mikro iB 

- Dilakukan di BRI 

Syariah KCP 

Purbalingga 

8 Tugas akhir Gina 

Siskawati, IAIN 

Purwokerto Tahun 

2017 

Analisis Kelayakan 

Pembiayaan Mikro 

dengan 

menggunakan 

Prinsip 5C di Bank 

Syariah Mandiri KC 

Ajibarang 

Peneliti Terdahulu 

- Dilakukan di BSM 

KC Ajibarang 

Peneliti Sekarang 

- Dilakukan di BRI 

Syariah KCP 

Purbalingga 

- Penerapan prinsip 5C 

dalam meminimalisir 

NPF  

Sumber : Data Sekunder yang diolah dari penelitian tahun sebelumnya. 

  

Berdasarkan tabel dapat dijelaskan mengenai peneliti terdahulu adalah 

sebagai berikut: 

1. Tugas akhir yang diangkat oleh Alifian Candra Buana mahasiswa 

IAIN Purwokerto, 2017 yang berjudul “Peranan Analisis 5C dalam 

Upaya Pencegahan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BRI 

Syariah KCP Purbalingga”. Latar belakang dalam tugas akhir tersebut 

adalah peneliti mengemukakan bahwa peranan analisis 5C dalam 

pembiayaan murabahah itu sangat penting, karena bank sebelum 

memberikan pembiayaan terhadap debitur harus melakukan 

restrukturing dan monitoring pembiayaan, layak atau tidaknya debitur 
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menerima pembiayaan dengan sarana yang digunakan untuk 

menecegah pembiayaan murabahah bermasalah.
39

 ` 

2. Tugas akhir yang diangkat oleh Novi Isfiyani mahasiswa IAIN 

Purwokerto, 2017 yang berjudul  “Implementasi 5C pada Pembiayaan 

Griya di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta”. Latar 

belakang dalam tugas akhir tersebut adalah analisis 5C yang menjadi 

alat ukur untuk melihat sejauh mana kelayakan kredit atau pembiayaan 

yang akan diberikan kepada calon debitur dan dapat 

dipertanggungjawabkan pada semua produk pembiayaan, khusunya 

dalam pembiayaan griya BSM.
40

  

3. Tugas akhir yang diangkat oleh Lili Yuli Setiyani mahasiswa IAIN 

Purwokerto, 2015 yang berjudul “Analisis Prosedur Pembiayaan 

Usaha Mikro Madya di Bank Syariah Mandiri KCP Banjarnegara”. 

Latar belakang dalam tugas akhir tersebut adalah proses analisis 

merupakan langkah awal sebelum suatu pembiayaan itu direalisasikan. 

Prosedur pembiayaan usaha mikro itu pada hakikatnya merupakan 

pembiayaan yang diberikan untuk masyarakat yang sudah memiliki 

usaha karena dengan demikian calon nasabah memiliki penghasilan 

untuk membayar angsurannya.
41

  

2. Tugas akhir yang diangkat oleh Annisa Dwi Rahmawati mahasiswa 

IAIN Purwokerto, 2017 yang berjudul “Analisis Prinsip 5C dalam 

Pembiayaan Multijasa pada Akad Ijarah di BPRS Suriyah Kantor 

Cabang Slawi”. Latar belakang tugas akhir tersebut adalah 

menjelaskan bagaimana analisis prinsip 5C pada pembiayaan mutijasa 
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yaitu pembiayaan berdasarkan atas manfaat yang diperoleh dengan 

pembayaran sewa secara berkala yang menggunakan akad ijarah.
42

  

3. Tugas akhir yang diangkat oleh Oktiana Subekti mahasiswa IAIN 

Purwokerto, 2016 yang berjudul “Analisis prinsip 5C dalam 

Pembiayaan Multiguna pada akad Murabahah di Bank Syariah 

Mandiri KC Purwokerto”. Latar belakang pada tugas akhir tersebut 

mengungkapkan bahwa selain syarat-syarat yang terdapat dalam 

pembiayaan multiguna yang harus dipenuhi, BSM KC Purwokerto 

melakukan analisis 5C terhadap calon nasabah, layak atau tidaknya 

calon nasabah untuk menerima pembiayaan.
43

  

4. Tugas akhir yang diangkat oleh Setiana Fatimah mahasiswa IAIN 

Salatiga, 2016 yang berjudul “Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro 

iB dengan Akad Murabahah di BRISyariah KCP Sragen”. Dalam 

tugas akhir tersebut dijelaskan bahwa dalam menganalisi kelayakan 

nasabah menggunakan prinsip 5C dan sangat hati-hati dalam 

memberikan pemiayaan kepada calon nasabah agar tidak mengalami 

kerugian bahkan sampai terjadi pembiayaan macet.
44

  

5. Skripsi yang diangkat oleh Ninik Nihayah mahasiswa IAIN Syekh 

Nurjati Cirebon, 2015 yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip 5C 

pada Penyaluran Pembiayaan di Bank BJB Syariah Arjawinangun”. 

Dalam skripsi tersebut mengungkapkan bahwa dalam Bank BJB 

Syariah Arjawinangun tersebut menerapkan prinsip 5C ke dalam 

produk-produk pembiayaan yang produktif maupun yang konsumtif, 

dan dalam penerapan ke dalam produk pembiayaan sudah lumayan 
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efektif, seperti bank memberikan jangka waktu pada pembayaran 

pembiayaan pada nasabah maksimal 3 tahun.
45

  

6. Tugas akhir yang diangkat oleh Gina Siskawati mahasiswa IAIN 

Purwokerto, 2017 yang berjudul “Analisis Kelayakan Pembiayaan 

Mikro dengan menggunakan Prinsip 5C di Bank Syariah Mandiri KC 

Ajibarang”. Dalam tugas akhir tersebut mengungkapkan bahwa BSM 

KC Ajibaranag sudah sesuai dengan prinsip 5C. Walaupun pada 

kenyataannya ada saja pembiayaan yang mengalami kemacetan, 

karena angka NPF diatas 5%.
46
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BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.  Gambaran Umum Perusahaan  

Gambaran umum lokasi penelitian Bank BRISyariah Kantor Cabang 

Purbalingga adalah sebagai berikut; 

1. Sejarah Bank BRISyariah KCP Purbalingga. 

Berawal dari akuisi PT Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk terhadap 

Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007 dan berdasarkan izin Bank 

Indonesia tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat 

No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. 

Bank BRISyariah secara resmi beroperasi sekaligus mengubah kegiatan 

usahanya dari sebuah bank konvensional menjadi bank yang beroperasi 

berdasarkan prinsip syariah Islam. 

PT. Bank BRISyariah semakin kokoh ketika pada tanggal 19 Desember 

2008 ditandatangani akta pemisahan (spin off) Unit Usaha Syariah PT Bank 

Rakyat Indonesia (Persero), Tbk dan kemudian melebur ke dalam PT Bank 

BRISyariah berlaku efektif tanggal 1 januari 2009. Penandatanganan akta 

dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur utama PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero), dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. 

Bank BRISyariah. Saham PT Bank BRISyariah dimiliki oleh PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero), dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero), Tbk. 

Mencanangkan visi untuk menjadi bank ritel modern, PT Bank 

BRISyariah melakukan berbagai strategi pengembangan dan penjualan 

produk-produk inovatif sesuai kebutuhan nasabah. Kantor cabang yang 

representative dibuka diberbagai kota besar dan strategis di seluruh Indonesia 

demi memberikan layanan yang mudah dijangkau nasabah. Logo PT Bank 
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BRISyariah dengan pendar cahaya benar-benar menjadi acuan perusahaan 

dalam mengembangkan usahanya sehingga PT Bank BRIsyariah menjadi 

bank yang dituju karena dapat memenuhi berbagai kenutuhan nasabah. 

Sejak tahun 2010 PT Bank BRIsyariah behasil mendudukkan diri 

sebagai bank syariah ketiga terbesar dari sisi asset di Indonesia. Karim 

Consulting Indonesia memberikan penghargaan Islamic Finance Award 

kepada PT Bank BRISyariah sebagai The 3
rd

 Rank Full Fledged Sharia Bank 

in Indonesia pada tahun 2010. Dari institusi yang sama, pada tahun 2011 PT. 

Bank BRISyariah memperoleh penghargaan sebagai The 2
nd

 Rank The Most 

Expansive Islamic Bank. Dalam tahun 2012, Museum Rekor Dunia-Indoneisa 

memberikan 2 penghargaan yaitu sebagai Bnak Syariah Pertama yang 

memiliki Layanan Mobile Banking di 4 Toko Online dan sebagai Philantrophy 

Petama di Indonesia yang menggunakan ATM dalam Penyaluran Kepada 

Binaan. 

Penghargaan lain diberikan oleh Majalah SWA yaitu penghargaan 

Indonesia Original Brands 2012 untuk kategori produk bank syariah dan 

Inventure Award 2013 sebagai The Indonesia Middle Class Brand Champion 

2013 untuk kategori Tabungan Haji. Berbagai penghargaan lain juga diterima 

PT Bank BRISyariah sebagai bukti eksistensi perusahaan yang diperhitungkan 

dalam perbankan nasional syariah. 

Secara konsisten PT Bank BRISyariah terus mengembangkan berbagai 

strategi dan inisiatif untuk meningkatkan dan mengambangkan usaha 

perusahaan. Salah satunya adalah membangun kerjasama strategis dengan PT 

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dalam bentuk memanfaatkan jaringan 

PT Bank rakyat Indonesia (Persero), Tbk. untuk membangun kantor layanan 

syariah perusahaan yang berfokus pada kegiatan penghimpunan dana 

masyarakat. Pada tahun 2013, PT Bank BRISyariah merintis usaha dalam 

upaya meningkatkan status bank sebagai bank devisa untuk direalisasikan 

pada tahun 2014 sesuai izin Bank Indonesia No.15/2272/Dpbs. 
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PT. BRISyariah (kantor pusat) terletak di Gd. BRI II Lt. 5 Jl. Jend. 

Sudirman Kav. 44-46 Jakarta. Sedangkan kantor cabang yang berada di 

Purwokerto terletak di Jl. Jendral Sudirman No. 393 Ruko Kranji Megah 

tepatnya di Perempatan Palma sebelah Bank Mega, PT BRISyariah 

Purwokerto juga mempunyai 4 kantor Cabang Pembantu yaitu Kantor Cabang 

Ajibarang yang berada di Jl. Raya Pancasan RT 02 RW 01 Banyumas, Kantor 

Cabang Purbalingga yang berada di Jl. MT. Haryono No. 45 Purbalingga, 

Kantor Cabang Cilacap yang berada di Jl. Ir. H. Djuanda Ruko Djuanda Blok 

A No. 07 Cilacap dan Kantor Cabang Kebumen yang berada di Jl. A. Yani 

No. 37 Kebumen. 

Untuk BRISyariah KCP Purbalinga sendiri berdiri pada tanggal 28 Juni 

2012. Walaupun dengan usianya yang baru terhitung jari, BRISyariah KCP 

Purbalingga mampu bersaing dengan bank-bank yang ada di sekitarnya. 

Produk unggulan BRISyariah KCP Purbalingga adalah produk Tabungan Haji 

dan Tabungan Faedah yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Namun 

demikian, bukan berarti produk yang lain tidak laku, hanya saja jumlah 

nasabahnya tidak sebanyak Tabungan Faedah dan Tabungan Haji. 

Banyak cara yang dilakukan oleh BRISyariah KCP Purbalingga untuk 

terus mengembangkan kemajuan perusahaan, yaitu dengan sistem jemput 

bola, open table, payroll dengan beberapa Perseroan Terbatas, dan lainnya. 

a. Data Perusahaan BRISyariah 

Tabel 3.1. 

Data perusahaan BRI Syariah 

 

Nama Perusahaan  

 

PT. Bank BRISyariah 

Bidang Usaha Bank umum berdasarkan prinsip syariah 

Pendirian  

Perusahaan (Izin usaha) 
- Surat keputusan Gubernur Bank 

Indonesia No. 

10/67/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 

16 Oktober 2008 

- Surat Keputusan Gubernur Bank 
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Indoneisa No. 

11/63/KEP.GBI/DpG/2009 Tanggal 

15 Desember 2009 

Kegiatan Usaha Bank 

Devisa  

Keputusan Gubernur bank Indoneisa No. 

15/139/KEP.GBI/DpG/2013 Tanggal 27 

Desember 2013 

Rating Perusahaan  AA+ (idn)oleh fitch rating 

 Jaringan Layanan   52 kantor Cabang, 199 KCP, 8 Kantor Kas, 

573 Kantor Layanan Syariah 

Produk A. Produk Penghimpun Dana (Funding) 

- Tabungan Faedah BRISyariah iB 

- Tabungan Impian BRISyariah iB  

- Tabungan Haji BRISyariah iB 

- TabunganKU Brisyariah iB 

- Giro BRISyariah iB 

- Deposito BRISyariah iB 

B. Produk Penyaluran Dana (Financing) 

- KPR BRI Syariah Ib 

- KPR Sejahtera BRI Syariah iB 

- KKB BRI Syariah iB 

- PKE BRI Syariah iB 

- Gadai BRI Syariah iB 

- Mikro (25, 75, dan 200) 

- Pembiayaan Koperasi Karyawan 

- Pembiayaan Konstruksi 
Pembangunan Perumahan untuk 

Developer 

- Pembiayann Kepemilikan Kendaraan 
Usaha 

Jasa - Kartu ATM BRISyariah dan Kartu 
Debit BRISyariah 

- Kartu Co-Branding 

- Cash Management System 

- University/ School Payment System  

- E-Payroll 

- Jaringan ATM BRI Syariah, ATM 
BRI, ATM Bersama, dan ATM 

Prima 

- Electronic Data Capture 

- SMS Banking 

- Mobile BRIS 

- Call BRIS 500-789 
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- BRIS Remittance 

Modal Dasar Rp. 5.000.000.000.000 

 Modal Ditempatkan dan 

Disetor Penuh 

Rp. 1.479.000.000.000 

Dasar Hukum - Berita Negara RI No. 43 -28 Mei 
1971 – Tambahan No. 242 

- Berita Negara RI No. 82 – 23 
Oktober 2009 – Tambahan No. 

26142 

- Berita Negara RI No. 91 –  01 
Desember 2009 – Tambahan No. 

27908 

-  

Kepemilikan - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk 99,999964 % 

- Yayasan kesejahteraan pekerja 
(YKP) 0,000034% 

Website  www. Brisyariah.cp.id 

Alamat Perusahaan  Jl. Abdul Muis No 2-4 Jakarta Pusat 10160 

Telp. +62 21 3450226 / 3450227 

Fax. +622 21 3518812 / 344 1904 

  

 

b. Visi dan Misi BRISyariah 

1) Visi : menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan 

financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah 

untuk kehidupan lebih bermakna. 

2) Misi : 

a) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam 

kebutuhan financial nasabah. 

b) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika 

sesuai prinsip-prinsip syariah 

c) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun 

dan dimanapun. 
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d) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas 

hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran. 

c. Motto 

Motto BRISyariah adalah “Solusi Keuangan Yang Aman”. 

2. Struktur Organisasi Perusahaan BRISyariah KCP Purbalingga 

 Gambar 3.1.    

Struktur Organisasi BRISyariah KCP Purbalingga 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Berikut karyawan BRISyariah KCP Purbalingga : 

a. Pincapem     : Wahyu Pratomo 

b. Branch Operational supervisor  : Ovan Tiana 

c. Unit Head Mikro    : Rudi Susanto 

d. Account Officer Generalis  : 1.Andri Yanto 

   2.Fahrul Nur Aryadi 

e. Customer service   :Yunica Dewi Permatasari 
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OB 

ARIEF  R SUHAD 
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ANDRIYANTO
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AOG 
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f. Teller     : Eliyatul Hana 

g. Account officer Micro  : 1.Untung Mutakin 

   2.R. Dwi Atmana 

   3.Jahdan Hanifulloh 

4. Rizki Budiono 

h. Security     : 1.Suhad 

   2.Indriyono 

i. Cleaning Service    : Arif Redianto 

3. Fungsi dan Tugas Bagian BRISyariah KCP Purbalingga 

Berikut akan dijelaskan mengenai ringkasan pekerjaan tugas dan tanggung 

jawab dari masing-masing jabatan: 

a. Pimpinan Cabang Pembantu 

1) Ringkasan Pekerjaan 

Memimpin, mengawasi, dan bertanggung jawab atas terlaksananya 

kelancaran kerja di semua bagin di dalam kantor.  

2) Tugas dan Tanggung Jawab 

a) Mewakili direksi pusat menjalankan perusahaan dicabang 

pembantu itu. 

b) Memberikan laporan kemajuan cabang kepada kepala cabang 

termasuk keuangannya. 

c) Mengambil semua tindakan yang diperlukan agar cabang 

pembantu berjalan lancar. 

d) Menjalankan program perusahaan/mengejar target. 

e) Berhak atas promosi dan bonus jika cabang pembantu maju 

melebihi target perusahaan. 
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b. Branch Operational Supervisor (kepala bagian operasional) 

1) Ringkasan pekerjaan 

Memimpin mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksananya 

kelancaran kerja dibagian operasional serta memberikan laporan rutin 

berkala atas pekerjaannya kepada direksi.  

2) Tugas dan Tanggung Jawab 

a) Memberikan pengarahan dan pembinaan karyawan yang ada 

dibawahnya (teller, customer service, satpam dan cleaning 

service). 

b) Memeriksa semua transaksi dan mutasi keuangan. 

c) Bertanggung jawab dalam pembuatan dan penyampaian laporan 

bulanan kepada direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

d) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan direksi. 

e) Bertanggung jawab kepada direksi. 

c. Unit Head Mikro (UHM) 

1) Ringkasan Pekerjaan 

Memahami bisnis serta pengetahuan perbankan mikro, analisa 

pembiayaan dan penilaian jaminan serta merencanakan, 

mengkoordinasi dan mensupervisi kegiatan unit mikro syariah untuk 

menjamin tercapainya target yang telah ditetapkan secara efektif dan 

efisien. 

2) Tugas dan Tanggung Jawab 

a) Menganalisa pembiyaan. 

b) Mengawasi account officer mikro ketika penilaian barang/benda 

yang akan dijadikan sebagai agunan oleh calon nasabah. 

c) Mengesahkan pembiayaan yang telah dikerjakan oleh account 

officer micro. 
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d. Account Officer Generalis (AOG) 

1) Ringkasan Pekerjaan 

Mencari nasabah yang layak sesuai dengan kiteria yang ditetapkan 

oleh perusahaan dan memasarkan produk dan semua produk di 

BRISyariah KCP Purbalingga baik pendanaan atau pembiayaan dan 

mengelola nasabah. 

2) Tugas dan Tanggung Jawab 

a) Memasarkan seluruh produk pendanaan ataupun pembiayaan yang 

ada di BRISyariah KCP Purbalingga. 

b) Menilai, menginisiasi, menganalisis, dan mengevaluasi nasabah 

pembiayaan. 

c) Mengusulkan pembiayaan sesuai dengan penilaian. 

d) Menyiapkan proposal pembiayaan nasabah dan mengelola 

nasabah pembiayaan sampai dengan lunas. 

e. Customer Service 

1) Ringkasan Pekerjaan 

Memberikan layanan kepada setiap nasabah/tamu dengan baik dan 

islami serta memberikan informasi yang dibutuhkan secara jelas, baik 

secara langsung ataupun tidak langsung. 

2) Tugas dan Tanggung Jawab 

a) Memberikan pelayanan dan penjelasan tentang produk dan 

informasi lainnya yang diperlukan. 

b) Meregristrasikan data nasabah, menginput data master nasabah 

pada program/system. 

c) Membuat laporan bulanan sesuai instruksi kepala bagian 

operasional. 

d) Melakukan tugas-tugas yang diberikan kepala bagian/direksi. 

e) Bertanggung jawab kepada kepala bagian operasional/direksi. 
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f. Teller 

1) Ringkasan pekerjaan 

Membantu dan melayani nasabah dalam menerima setoran, penarikan 

uang, dan transaksi lainnya berhubungan dengan bank yang dilakukan 

dalam customer teller. 

2) Tugas dan Tanggung Jawab 

a) Sebagai pemeriksaan seluruh transaksi harian teller dan semua 

tiket serta dokumen lainnya yang dibuat pada seksi kas. 

b) Melaksanakan cash count akhir pada seksi kas atau pada saat 

pergantian teller. 

c) Mengambil atau menyetorkan uang tunai pada main vault. 

d) Mencatat/membuat daftar posisi kas setiap akhir tahun. 

e) Bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Operasional. 

g. Account Officer Micro (AOM) 

1) Ringkasan Pekerjaan 

Memasarkan produk sesuai syariat Islam dan memberikan pelayanan 

prima kepada nasabah sehingga memberikan kontribusi terhadap laba 

perusahaan dengan memperhatikan kelancaran dan keamanan ata 

pembiayaan yang telah diberikan dengan limit pembiayaan kurang dari 

200 juta. 

2) Tugas dan Tanggung Jawab 

a) Melakukan kegiatan pemasaran dan memproses pembiayaan 

sesuai segmen dan target pembaiayaan yang dikelola. 

b) Melakukan kegiatan pemasaran untu mencapai portofolio 

pembiayaan dan funding yang berkembang, sehat dan 

menguntungkan serta menjalankan disiplin proses sales. 

c) Melakukan analisa kelayakan pembiayaan dengan baik dan benar 

sesuai ketentuan yang berlaku. 



 
 

54 
 

d) Mempersiapkan dan melakukan serta menetapkan prioritas 

pembinaan account pembiayaan untuk mencapai portofolio 

pembiayaan yang berkembang, sehat dan menguntungkan 

pembinaan terhadap komunitas melalui pembinaan dan pelatihan 

yang terprogram. 

e) Melakukan komite pembiayaan di kantor cabang. 

f) Melakukan akad dengan calon nasabah pembiayaan. 

g) Mengurus semua proses pencairan pembiayaan sampai dengan 

selesai dan melakukan monitoring setelah pencairan dana 

pembiayaan. 

h. Satuan Pengamanan (Security) 

1) Ringkasan pekerjaan 

Melakukan penjagaan gedung dan seisinya serta bertanggung jawab 

pada keamanan bank. 

2) Tugas dan tanggung jawab 

a) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepala bagian. 

b) Bertanggung jawab kepada kepala bagian. 

i. Cleaning Service (Office Boy) 

1) Ringkasan Pekerjaan 

Membantu pengarsipan, menjaga kebersihan dan inventaris dokumen 

bank. 

2) Tugas dan Tanggungjawab 

a) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Bagian. 

b) Bertanggungjawab kepada Kepala Sistem Operasional dan 

Produk-Produk BRISyariah KCP Purbalingga. 

4.  Konsep Operasional BRISyariah KCP Purbalingga 

BRISyariah KCP Purbalingga merupakan bank BRISyariah pembantu 

yang berada diwilayah kerja BRI Syariah KC Purwokerto. BRISyariah KC 

Purwokerto sendiri memiliki 5 kantor cabang pembantu yakni Ajibarang, 
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Kebumen, Cilacap, Banjarnegara dan Purbalingga. Sistem operasional yang 

diterapkan BRISyariah Cabang Purwokerto dan KCP lainnya adalah sistem 

komando mandiri, yakni seluruh sistemnya diseragamkan dan berpusat pada 

kantor pusat (Jakarta) sedangkan untuk pengembangannya disesuaikan 

dengan kebutuhan lokal. 

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, BRISyariah KCP 

Purbalingga mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian sesuai dengan Al-

Qur’an dan Al-Hadist namun juga mengacu pada UU No 21 Tahun 2008 

dan Fatwa MUI tentang Perbankan Syariah. Standar operasional pekerjaan 

yang menjadi acuan setiap karyawan dalam melakukan pekerjaannya 

merupakan aturan yang sudah dibuat oleh kantor pusat. 

Di BRISyariah Purbalingga juga memiliki 10 Principles of 

Operational Risk Control yakni : 

a. Dual Control 

Dual Control merupakan keharusan untuk melibatkan lebih dari 1 

pihak dalam menyelesaikan suatu proses/transaksi dan untuk menjaga 

transaksi yang dilakukan. Dual Control dapat berupa adanya 

mekanisme marker-cheker-approval/maupun aktivitas yang harus 

dilakukan bersama (dual custody). Dual Control wajib diterapkan di 

setiap transaksi/aktivitas yang dinilai mempunyai tingkat risiko yang 

dapat terjadi, misal kerugian financial, kehilangan dan tuntutan 

hukum. Contoh transaksi atau proses yang membutuhkan Dual Control 

antara lain pengelolaan uang tunai, pengelolaan barang atau dokumen 

berharga milik bank, aktivitas di khasanah, pendebetan rekening 

nasabah. 

b. Verifikasi / Validasi 

Proses pemeriksaan terhadap kelayakan suatu media transaksi atau 

upaya untuk meyakinkan validasi suatu transaksi. Verifikasi juga 
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diperlukan untuk memastikan keabsahan atau legalitas suatu dokumen. 

Verifikasi wajib dilakukan pada setiap transaksi keuangan bank. 

c. Segregation of Duties 

Pemisahan tanggungjawab yang sesuai dimana karyawan tidak 

ditugaskan pada situasi yang mempunyai konflik kepentingan atau 

pertanggungjawaban. Pihak yang mengusulkan tidak boleh 

menyetujui. 

d. Approval 

Keharusan untuk mendapatkan persetujuan terhadap transaksi-

transaksi yang kritikal untuk memastikan bahwa tingkat manajemen 

menyadari adanya transaksi atau situasi tersebut dan membantu 

pertanggungjawaban atau akuntabilitas pemrosesan transaksi tersebut. 

e. Authorization Limit 

Pembatasan kewenangan pejabat atau petugas untuk melakukan 

otoritas atau transaksi. 

f. Proofing 

Suatu proses pencocokan atau membandingkan antara fisik dengan 

catatan, antara catatan suatu bagian dengan bagian lainnya. 

g. Konfirmasi 

Keharusan untuk melakukan konfirmasi ulang ke nasabah/pemilik 

rekening/pemberi instruksi sebelum transaksi dieksekusi terhadap 

transaksi yang melebihi nilai/jumlah/limit tertentu. 

h. Logical Protection 

Upaya proteksi untuk mencegah akses oleh orang-orang yang tidak 

berwenang yang dilakuakn dengan menggunakan user id dan atau 

password yang berwenang dan user id atau password tidak boleh 

digunakan atau sharing kepada orang lain. 
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i. Physical Protection 

Upaya proteksi untuk mencegah akses oleh orang yang tidak 

berwenang yang dilakukan secara fisik. 

j. Contingency 

Adanya tindakan / media / petugas cadangan / pengganti. 

5. Produk-Produk BRISyariah KCP Purbalingga 

a. Produk Penghimpun Dana (Funding) 

BRISyariah KCP Purbalingga memiliki produk-produk 

penghimpun dana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga 

masyarakat yang menyimpan dananya di BRISyariah KCP 

Purbalingga akan merasa puas dan nyaman ketika menyimpan 

dananya. Di BRISyariah KCP Purbalingga, produk penyimpan 

dananya menggunakan dua prinsip, yaitu prinsip titipan dengan akad 

wadiah dan prinsip kerjasama dengan akad mudharabah. 

1) Simpanan dengan Prinsip Wadiah 

 Wadiah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari 

pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban 

bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau 

barang titipan sewaktu-waktu. Ada 2 (dua) jenis wadiah: 

a) Wadiah Amanah yaitu pihak yang menerima titipan tidak 

diperkenankan mengambil manfaat dari barang yang ditiipkan 

(contoh: safe deposit box) 

b) Wadiah Yad dhamanah yaitu pihak yang menerima titipan 

boleh mengambil manfaat dari barang yang dititipkan 

(contoh:  giro dan tabungan). 

Simpanana wadiah merupan titipan dana nasabah di Bank 

Syariah dengan menggunakan akad wadiah yad dhamanah, 

dimana bank boleh memanfaatkan dana tersebut dan nasabah 

dapat mengambil dananya sewaktu-waktu ketika dibutuhkan. 
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Timbal balik yang didapat oleh nasabah yang telah menyimpan 

dananya dengan prinsip wadiah adalah berua bonus yang besarnya 

sesuai kebijakan bank. 

Dari sekian produk penghimpun dana yang ada di 

BRISyariah, yang menggunakan prinsip wadiah adalah produk 

Tabungan Faedah, TabunganKU, Simpanan Pelajar BRISyariah 

iB, dan Giro BRISyariah iB. 

a) Tabungan Faedah 

Tabungan Faedah merupakan tabungan yang paling diminati 

oleh nasabah dari tabungan lainnya. Persyaratan yang mudah 

dan banyaknya fasilitas yang diberikan menjadikan tabungan 

faedah menjadi produk unggulan di BRISyariah KCP 

Purbalingga. Hanya dengan fotocopy kartu identitas dan uang 

Rp. 100.000 masyarakat dapat membuka Tabungan ini.
47

  

b) Simpanan Pelajar iB 

Simpanan pelajar iB merupakan tabungan untuk siswa guna 

mendorong budaya menabung sejak dini yang diterbitkan 

dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang 

menarik. Persyaratannya hanya perjanjian kerjasama antara 

BRISyariah dengan sekolahan, kemudian mengisi 

kelengkapan aplikasi pembukaan rekening, dan melengkapi 

dokumen pembukaan rekening (siswa: KK/NISN/NIS dan 

orang tua/wali:KTP). Akad yang digunakan adalah akad 

wadiah (titipan), Giro BRI Syariah iB 

c) Giro BRISyariah iB 

Giro BRISyariah iB merupakan simpanan bagi para nasabah 

pengusaha dimana nasabah akan menemukan berbagai 
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 Brosur Tabungan Feadah BRISyariah 
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fasilitas dan keuntungan diantaranya: Onlinerea time di 

seluruh kantor BRISyariah dan Laporan dana berupa rekening 

Koran setiap bulannya. Untuk persyaratan Giro BRISyariah 

iB adalah: 

(1) Setoran awal Rp. 2.500.000 (Perorangan) dan Rp. 

5.000.000 (Perusahaan), 

(2) Biaya saldo minimal Rp. 20.000 

(3) Saldo mengendap minimal Rp. 500.000 

2) Simpanan dengan Prinsip Mudharabah 

Simpanan mudharabah merupakan simpanan dana nasabah di 

bank syariah yang bersifat investasi, sehingga nasabah berhak 

mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah atau porsi bagi hasil 

yang disepakati. Nasabah hanya boleh mengambil dananya ketika 

sudah jatuh tempo sesuai waktu yang disepakati. 

Di BRISyariah KCP Purbalingga, produk simpanan yang 

menggunakan prinsip mudharabah adalah Tabungan Haji, 

Tabungan Impian, dan Deposito BRISyariah iB. 

a) Tabungan Impian 

Tabungan Impian BRISyariah iB adalah tabungan berjangka 

dari BRISyariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang 

untuk mewujudkan impian anda dengan terencana.Tabungan 

Impian BRISyariah iB memberikan ketenangan serta 

kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berhak 

karena pengelolan dana sesuai syariah serta dilindungi 

asuransi.
48
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b) Tabungan Haji 

Tabungan Haji BRISyariah ini didedikasikan untuk 

masyarakat Indonesia, khusunya masyarakat yang ingin 

melakukan perjalanan ibadah haji guna menunaikan rukun 

Islam yang ke-5 dengan prinsip bagi hasil (Mudharabah al-

Muthlqoh) dalam bentuk investasi. Adapun manfaat dari 

tabungan haji BRISyariah yakni ketenangan, kenyamanan 

serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah karena 

pengelolaan dana sesuai syariah. Para calon nasabah yang 

ingin menabung di BRISyariah harus memenuhi syarat dan 

ketentuan sebagai berikut:
49

 

(1) Fotocopy KTP yang masih berlaku. 

(2) Setoran awal minimal Rp. 50.000 

(3) Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000 

c) Deposito Mudharabah 

Deposito adalah simpanan dana nasabah yang bersifat 

investasi dan dapat ditarik berdasarkan jangka waktu 1, 3, 6, 

dan 12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis. 

Nasabah berhak mendapatkan bagi hasil yang telah 

disepakati. Deposito BRISyariah iB memberikan banyak 

kemudahan dan fasilitas bagi para nasabah.Usaha Anda dalam 

mengembangkan dana terbaik sewajarnyalah dikelola dengan 

cara yang terbaik. Deposito BRI Syariah iB adalah salah satu 

jenis simpanan berdasarkan prinsip bagi hasil. Hasil nvestasi 

anda tidak hanya menguntungkan, tetapi juga akan membawa 

berkah.
50
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b. Produk Penyaluran Dana (Financing) 

Penyaluran Dana Bank Syariah kepada para nasabahnya adalah 

untuk membiayai berbagai sector ekonomi, seperti: Sektor Industri, 

Konstruksi, Perdagangan, Jasa Dunia Usaha, dan Sektor Lainnya. Dari 

sector ekonomi tersebut dibagi menjadi berbagai jenis penggunaan 

dana, seperti modal kerja, investasi, konsumsi. 

Produk Penyaluran Dana (Financing) BRISyariah KCP 

Purbalingga meliputi: 

1) Murabahah (Jual Beli) 

Pembiayaan Murabahah adalah jenis pembiayaan untuk 

transaksi jual beli barang dimana pihak penjual (bank) dan 

pembeli (nasabah) masing-masing mengetahui harga pokoknya 

dan tambahan keuntungan/margin serta system pembayarannya 

dilakukan tangguh atau angsuran. 

Pada BRISyariah produk pembiayaan yang menggunakan 

akad ini yaitu; Pembiayaan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah), 

KKB (Kredit Kendaraan Bermotor), pembiyaan Mikro, dan 

Employee Benefit Program (EmBP). 

a) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 

Di dalam pembiayaan KPR terdapat berbagai jenis KPR yang 

ditawarkan, yaitu: KPR Sejahtera, KPR ini terdiri dari KPR 

Sejahtera Syariah Tapak dan KPR Sejahtera Susun.  

b) Pembiayaan KKB (Kredit Kendaraan Bermotor) 

KKB BRISyariah adalah pembiayaan kepemilikan mobil dari 

BRI Syariah kepada nasabah perorangan untuk memenuhi 

kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual 

beli (murabahah) dengan akad murabahah bil wakalah 

dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumah 
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angsuran yang telah ditetapkan disemua dan dibayar setiap 

bulannya. 

c) Pembiayaan Mikro 

Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang 

diperuntukan orang yang membutuhkan modal kerja dan 

mempunyai usaha minimal 2 tahun. Pembiayan mikro pada 

BRISyariah KCP Purbalingga menggunakan perpaduan dua 

akad yaitu akad murabahah bil wakalah. Di mana dalam 

pembiayaan ini nasabah melakukan akad jual beli akan tetapi 

bank mewakilkan kepada nasabah untuk mencari atau 

membeli barang sendiri yang diinginkan. Untuk Pembiayaan 

Mikro di BRI Syariah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
51

 

Tabel 3.2.  

Jenis Pembiayaan Mikro di BRISyariah KCP Purbalingga 

 

Produk Plafond 

(Juta) 

Tenor 

Mikro 25 iB 5-25 6-36 

Mikro 75 iB 5-75 6-60* 

Mikro 200 iB >75-200 6-60* 

Sumber: Data Sekunder berupa Brosur Pembiayaan Mikro 

BRISyariah KCP Purbalingga. 
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Table 3.3. 

Persyaratan Dokumen Pembiayaan Mikro iB di BRISyariah KCP 

Purbalingga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:Data Sekunder berupa Brosur Pembiayaan Mikro 

BRISyariah KCP Purbalingga. 

Tabel. 3.4. 

Persyaratan Dokumen (khusus) Pembiayaan Mikro di BRI Syariah 

 

 

 

 

Sumber: Data Sekunder berupa Brosur Pembiayaan Mikro 

BRISyariah KCP Purbalingga. 

 

d) Employee Benefit Program (EmBP) 

Employee benefit program adalah program kerjasama dengan 

suatu perusahaan yang dituangkan dalam Master Agreement 

berupa pemberian fasilitas pembiayaan langsung kepada 

karyawan atau karyawati dari perusahaan yang memenuhi 

Produk  

 

Mikro 25 

iB 

Mikro 75 iB Mikro 

500iB 

FC KTP Calon 

Nasabah & Pasangan  

X X X 

Kartu Keluarga & Akta 

Nikah 

X X X 

Akta Cerai/ Surat 

Kematian (Pasangan 

X X X 

Surat Izin Usaha/Surat 

Keterngan Usaha  

X X X 

Produk Mikro 25Ib Mikro 75iB Mikro 

500iB 

Jaminan*  X X 

NPWP** X X X 
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kriteria bank BRISyariah, dengan persyaratan yang relative 

mudah/ringan bagi karyawan/i. 

2) Mudharabah 

Pembiayaan mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua 

pihak yaitu pihak pemilik dana (bank) dengan pihak pengelola 

usaha (nasabah). Pembagian keuntungan (bagi hasil) sesuai 

dengan nisbah atau porsi bagi hasil yang telah disepakati. 

Pada BRISyariah, akad mudharabah diterapkan dalam 

pembiayaan Linkage atau pembiayaan yang ditujukan untuk 

Koperasi dan BPRS yang membutuhkan tambahan dana. 

Maksimal dana yang dapat diberikan adalah 3 kali dari modal 

Koperasi maupun BPRS. 

3) Musyarakah 

Pembiayaan musyarakah adalah kerjasama usaha antara dua 

pihak atau lebih di mana masing-masing pihak memberikan 

konstribusi modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko 

akan ditanggung sesuai dengan kesepakatan dimuka.Pada 

BRISyariah akad ini digunakan untuk pembiayaan modal kerja. 

4) Produk Jasa Layanan Lainnya 

a) MobileBRIS  dan SMSBRIS 

Merupakan fasilitas layanan berbasisis ponsel yang dapat 

memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran 

seluruh tagihan rutin bulanan, transfer, isi ulang pulsa, sampe 

pembayaran zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Dengan hanya 

mengunduh (men-download) aplikasi mobileBRIS 

menjadikan semua transaksi perbankan semakin mudah 

dilakukan kapan dan dimana saja, tidak tergantung pada jam 

operasional. Bank dan dapat diakses selama 24 jam. Biaya 

SMS tergantung masing-masing telco provider dan saat ini 
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layanan dapat digunakan oleh pengguna operator : Telkomsel, 

Indosat, dan XL.Untuk menggunakan layanan mobileBRIS 

dapat melakukan regristasi/pendaftaran smsBRIS (SMS 

Banking BRISyariah) terlebih dahulu melalui ATM 

BRISyariah atau diKCI/ KC/KCP BRISyariah, dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

(1) 1 (satu) rekening tabungan BRISyariah isB nasabah 

hanya dapat didaftarkan untuk 1(satu) nomor telepon 

seluler/handphone. 

(2) Di menu utama ATM BRIS, pilih menu “Registrasi”. 

(3) Pilih menu SMSBanking. 

(4) Pada layar regristrasi, masukkan nomor ponsel dan 6 

(enam) digit angka PIN yang dapat tentukan sendiri. 

(5) Regristasi telah selesai, kemudian akan keluar struk 

sukses regristrasi sebagai tanda bukti regristrasi 

smsBRIS, SMS notifikasi yang dikirimkan ke telephon 

seluler, dan SMS berisi link aplikasi mobile BRIS yang 

dapat diunduh. 

(6) Klik link dari SMS yang diiterima setelah notifikas 

regristrasi smsBRIS berhasil atau unduh (download) 

aplikasi pada blackberry app word, android market, 

apple app strore, nokia store atau website 

www.BRISyariah.Co.Id. jalankan aplikasi setelah 

proses unduh selesai. 

b) EDC Mitra payment Point BRIS. 

Mitra BRISyariah adalah skema kerjasama antara BRISyariah 

dengan nasabah baik perseorangan maupun badan hukum 

yang saling menguntungkan dan merupakan peluang bisnis 

http://www.brisyariah.co.id/
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baru bagi nasabah BRIS. Keuntungan menggunakan EDC 

BRIS : 

(1) Tanpa biaya investasi 

(2) Flaksibel, tidak dibatasi tempat karena mesin EDC bisa 

dibawa kemana pun juga dan bisa melayani transaksi 

ditempat pelanggan (EDC Wireless acces/GPRS) dan 

kapan saja selama 24 jam non stop dan akses secara real 

time online. 

(3) Respon transaksi sangan cepat + 3-5 detik 

(4) Potensi keuntungan yang cukup besar. 

(5)  free bersaing antara Rp 250,- s/d Rp 2500,-/trx 

(6) Memberikan penghasilan tambahan bagi mitra kerj 

dalam penerimaan transaksi pembayaran dari customer. 

B. Penerapan Prinsip 5C pada Pembiayaan Mikro iB dalam Meminimalisir 

Risiko Pembiayaan Bermasalah di BRISyariah KCP Purbalingga 

Pembiayaan mikro iB adalah pembiayaan yang paling dominan di 

BRISyariah KCP Purbalingga dibandingkan dengan pembiayaan-pembiayaan 

lainnya. Pembiayaan mikro iB ini merupakan pembiayaan yang ditujukan 

kepada masyarakat kecil dan menengah. Tujuan dari pembiayaan mikro iB ini 

adalah sebagai kebutuhan modal kerja atau investasi kepada usaha-usaha kecil 

dan menengah. Pembiayaan mikro iB di BRISyariah ini dikemas menjadi 3 

bagian, yaitu: 

1. Pembiayaan mikro 25iB; merupakan pembiayaan dengan plafon Rp.5 

juta s/d Rp.25 juta dengan masa tenor 6 sampai dengan 36 bulan. 

2. Pembiayaan mikro 75iB; merupakan pembiayaan dengan plafon Rp. 5 

juta s/d Rp. 75 juta dengan masa tenor 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan dan 

36 bulan. 

3. Pembiayaan mikro 200iB; merupakan pembiayaan dengan plafon lebih 

dari Rp.75 juta s/d 200 juta degan masa tenor 6 sampai dengan 60 bulan. 
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Bank BRISyariah KCP Purbalingga dalam memberikan pembiayaan 

tidaklah hanya sebatas memberikan dana kepada calon nasabah, akan tetapi 

dalam perbankan mempunyai prosedur yang menjadi acuan marketing dalam 

memberikan pembiayaan kepada calon nasabah nantinya. Adapun prosedur 

pemberian pembiayaan mikro iB kepada calon nasabah adalah sebagai 

berikut:
52

 

1. Permohonan Pembiayaan Mikro 

Permohonan pembiayaan mikro ini dilakukan secara tertulis dan 

langsung dengan account officer mikro dengan mengisi form pengajuan 

pembiayaan. Dalam proses permohonan pembiayaan ini calon nasabah 

harus menyertakan persyaratan antara lain Foto copy KTP (Suami/Istri), 

Foto copy kartu keluarga, Foto copy Akta nikah/cerai, Foto copy slip 

gaji selama 3 bulan terakhir, Asli SK terakhir/sertifikat hak milik + IMB 

(Izin Medirikan Bangunan) bagi perusahaan, Surat persetujuan suami 

istri (bila sudah menikah) atau surat pernyataan (bila belum menikah) 

dan NPWP. 

2. Pemeriksaaan Dokumen calon nasabah oleh AOM dan UH 

Pemeriksaan dokumen ini wajib dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Cek kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan untuk memastikan 

semua dokumen sudah terkumpul.. 

b. Jika dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sudah lengkap, maka 

dilanjutkan dengan proses pemeriksaan dokumen dan lakukan 

Registrasi Aplikasi Permohonan Pembiayaan. 

c. Pemeriksaan dokumen identitas harus diverifikasi dengan dokumen 

asli saat kunjungan terhadap calon nasabah. 

d. Nama calon nasabah harus sama dengan nama yang tercantum pada 

dokumen-dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah dan 
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 Wawancara dengan Rudy Susanto selaku Unit Head pembiayaan mikro iB di BRISyariah 

KCP Purbalingga pada tanggal 19 April 2018 
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NPWP serta pastikan dokumen-dokumen tidak kadaluarsa (masa 

aktif). Jika terdapat perbedaan nama atau tempat tanggal lahir maka 

atas perbedaan tersebut harus dilakukan BI Checking dan dimintakan 

surat keterangan dari instansi terkait (contoh: Kelurahan/Kecamatan, 

Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama/KUA). 

3. Penyelidikan calon nasabah menggunakan Sitem Informasi Debitur dari 

OJK 

Penyelidikan calon nasabah menggunakan system informasi debitur ini 

sangat penting untuk dilakukan, karena untuk mengetahui bagaimana 

reputasi calon nasabah di bank lain. Apakah calon nasabah mempunyai 

historikal pembiayaan yang lancar atau mengalami pembiayaan yang 

bermasalah. 

4. Pelaksanaan analisa calon nasabah oleh UH (Unit Head) 

UH wajib melakukan kunjungan/OTS (On The Spot) ke calon nasabah 

untuk melakukan cek karakter dan tujuan pembiayaan kepada calon 

nasabah. Verifikasi karakter calon nasabah dapat dilakukan dengan cara 

menanyakan karakter si calon nasabah kepada masyarakat setempat, 

misalnya tetangga calon nasabah/lingkungan sekitar tempat tinggal 

calon nasabah atau bahkan menanyakan langsung ke Ketua RT/RW 

apakah calon nasabah mempunyai karakter yang negative atau tidak. 

Sedangkan verifikasi tujuan pembiayaan kepada calon nasabah 

dilakukan berdasarkan data yang diisi pada formulir aplikasi 

pembiayaan dari calon nasabah. Hasil verifikasi tujuan pembiayaan ini 

harus sesuai dengan apa yang dikatakan secara langsung oleh calon 

nasabah dan apa yang telah dicantumkan dalam form aplikasi 

pembiayaan. 

5. Persetujuan pembiayaan oleh komite pembiayaan 

Setelah dilakukan analisa terhadap calon nasabah maka tahap 

selanjutnya adalah tahap diputuskannya persetujuan suatu permohonan 
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oleh komite pembiayaan. Apakah permohonan pembiayaan tersebut 

akan diterima ataupun ditolak. Apabila permohonan pembiayaan 

diterima maka tahap selanjutnya adalah pembuatan surat penegasan 

persetujuan kepada pemohon pembiayaan, maka akan diserahkan 

kepada analisis pembiayaan dengan persetujuan komite pembiayaan.  

6. Pembukuan rekening nasabah 

Pembukaan rekening nasabah dilakukan bagi calon nasabah yang belum 

memiliki rekening BRISyariah. Rekening ini atas nama individu bukan 

nama instansi. 

7. Penandatanganan akad 

Penandatangan akad dilakukan oleh BRISyariah KCP Purbalingga 

secara lengkap sebelum dilakukan penandatangan oleh calon nasabah. 

Penandatanganan akad pembiayaan ini wajib didokumentasikan dalam 

bentuk foto atau image yang dilakukan oleh AOM saat penandatangan 

dilakukan oleh calon nasabah. 

8. Pencairan 

Apabila pembiayaan disetujui oleh komite pembiayaan maka tahap 

selanjutnya adalah pencairan. Pencairan dana ini akan dikirim secara 

langsung ke rekning calon nasabah. 

9. Pasca murabahah 

Pasca murabahah merupakan proses pengumpulan dan pengambilan 

bukti transaksi pembelanjaan dari nasabah yang telah digunakan untuk 

pembelian kebutuhan modal kerja. Bukti transaksi ini harus sesuai 

dengan daftar rencana pembiayaan. Pasca murabahah ini dilakukan 1 

(satu) minggu setelah pencairan. 

10. Maintance dan monitoring 

Maintance dan monitoring ini dilakukan setelah pasca murabahah. Pihak 

bank wajib melakukannya karena untuk mencegah terjadinya 



 
 

70 
 

pembiayaan bermasalah akibat kurangnya komunikasi serta interaksi 

dari pihak bank dengan nasabah. 

Selain bank BRISyariah KCP Purbalingga memberikan pembiayaan 

kepada nasabah, bank juga harus melakukan analisis kelayakan kepada calon 

nasabah dan memperhatikan tingkat NPF (Non Performing Financing) yang 

terjadi. Berikut adalah tingkat NPF (Non Performing Financing) di BRISariah 

KCP Purbalingga: 

Tahun Jumlah Nasabah 

Miko iB 

Tingkat NPF 

(Non Performing 

Financing) 

2015 178 3,2% 

2016 390 4% 

2017 180 4,5% 

Sumber: Data yang diolah dari BRISyariah KCP Purbalingga 

 

Berdasarkan data di atas menunjukan bahwa pada tahun 2015 ke 2016 

bank BRISyariah KCP Purbalingga mengalami kenaikan jumlah nasabah 

sebanyak 390. Untuk tingkat NPF (Non Performing Financing) pada tahun 

2016 juga mengalami kenaikan. Hal tersebut menjadi suatu kewajaran karena 

semakin banyak nasabah maka semakin banyak nasabah yang mengajukan 

pembiayaan. Pada tahun 2016 ke 2017 bank mengalami penurunan jumlah 

nasabah pada pembiayaan mikro iB yaitu menjadi 180. Akan tetapi, pada tahun 

2017 tingkat NPF (Non Performing Financing) mengalami kenaikan pula 

menjadi 4,5%. Semakin sedikit jumlah nasabah maka seharusnya tingkat NPF 

(Non Performing Financing) yang terjadi juga harus semakin menurun. Akan 

tetapi, pada bank BRISyariah KCP Purbalingga tingkat NPF (Non Performing 

Financing) nya semakin naik. Hal tersebut membuktikan adanya kesalahan 

bank dalam melakukanan penerapan prinsip 5C. Adapun analisis penerapan 

prinsip 5C di bank BRISyariah KCP Purbalingga adalah sebagai berikut: 
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1. Character 

Character atau sifat calon nasabah merupakan penilaian yang 

sangat penting dalam pemberian pembiayaan. Di BRISyariah KCP 

Purbalingga lebih mengutamakan dan menekankan penilaian calon 

nasabah pada characternya. Apabila character calon nasabah bagus dan 

dapat dipercaya untuk mengemban amanah insyaalloh kedepannya 

dalam menjalankan pembiayaan akan berjalan lancar dan beritikad baik 

untuk memenuhi kewajiban setiap bulannya. Pada BRISyariah KCP 

Purbalingga untuk mengetahui informasi tentang character calon 

nasabah dapat dilakukan melalui 3 cara, yakni: 

a. Sistem Informasi Debitur 

Sistem informasi debitur merupakan sumber informasi yang 

didapatkan dari OJK untuk mengetahui character nasabah ketika 

melakukan pembiayaan pada bank lain. Sistem informasi debitur 

ini juga merupakan rapot nasabah untuk mengetahui apakah calon 

nasabah yang akan dibiayai mempunyai hambatan-hambatan 

dalam melakukan angsuran pembiayaan atau tidak. 

b. Track Checking 

Track checking ini merupakan sumber informasi character 

nasabah yang didapat secara langsung dengan menanyakan kepada 

masyaraat sekitar, keluarga, teman dekat, tokoh masyarakat 

ataupun orang-orang yang mempunyai hubungan dengan calon 

nasabah yang akan dibiayai. Apakah respon dari pihak lain baik 

atau tidak. Apabila informasi yang didapat tidak baik maka secara 

tidak langsung pembiayaan tidak dapat diteruskan, begitu pun 

sebaliknya. 

c. Supplier  

Selain informasi melalui sistem informasi debitur dan track 

checking di atas bank juga melakukan penilaian character calon 
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nasabah melalui survey kepada supplier. Penilaian dari supplier 

ini dilakukan untuk mengetahui adakah piutang yang dimiliki oleh 

calon nasabah kepada para pelanggannya. Selain itu juga untuk 

mengetahui apakah pola pembayarannya berjalan lancar atau 

tidak.  

Pada prakteknya, setelah penulis melakukan penelitian dan 

berdasarkan hasil data NPF (Non Performing Financing), bank 

BRISyariah dalam melakukan analisis prinsip character calon nasabah 

kurang teliti dan kurang hati-hati. Account Officer Micro dalam 

melakukan analisis character ini hanya memikirkan bagaimana target 

pada bulan tersebut dapat tercapai, sehingga tidak mengetahui dengan 

benar character nasabah yang akan dibiayainya. Bahkan, nasabah 

sampai melakukan side streaming (penyalahgunaan dana yang tidak 

sesuai dengan tujuan awal) yang awalnya untuk modal usaha akan tetapi 

digunakan untuk kebutuhan konsumtif sehinga mengakibatkan 

pembiayaan yang dijalaninya mengalami kemacetan atau bermasalah. 

2. Capacity 

Analisis capacity atau kemampuan ini untuk mengetahui 

kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setiap 

bulannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Analisis 

capacity ini meliputi analisis tentang pendapatan, pengeluaran dan 

manajemen keuangannya. Pada bank BRISyariah KCP Purbalingga 

dalam pembiayaan untuk pendapatan harus lebih besar dari pada 

pengeluarannnya. Selain itu, account officer micro juga harus 

mempertimbangkan omset kesehariannya. Jika pendapatan bersihnya 

lebih kecil dari pada pengeluarannya maka pembiayaan yang diajukan 

tidak bisa dilanjutkan atau ditolak. 

Apabila calon nasabah seorang pegawai atau karyawan, maka 

pihak bank akan melihat slip gaji yang dimilikinya. Pihak bank akan 
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mempertimbangkan berapa besar gaji calon nasabah dan berapa jumlah 

pembiayaan yang akan diambil. Selanjutnya pihak bank akan 

memperhitungkan gaji calon nasabah dikurangi dengan biaya-biaya 

yang dikeluarkannya. Dengan itu akan terlihat kemampuan calon 

nasabah dalam memenuhi kewajibannya. 

Sedangkan pada prakteknya bank BRISyariah KCP Purbalingga 

dalam melakukan analisis capacity atau kemampuan nasabah ini juga 

kurang teliti dan kurang hati-hati. Nasabah yang melakukan side 

streaming ini tidak hanya membuktikan bahwa character nasabah yang 

tidak baik. Akan tetapi, hal ini juga membuktikan bahwa capacity atau 

kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya juga tidak baik. 

Penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan awal ini 

mengakibatkan usaha yang dijalani oleh nasabah tidak dapat berjalan 

lancar sehingga menimbulkan ketidakmampuan nasabah dalam 

memenuhi kewajiban setiap bulannya yang akhirnya mengalami 

pembiayaan bermasalah.  

3. Capital  

Capital atau modal ini adalah ketersediaanya modal awal yang 

dimiliki oleh calon nasabah sebelum mengajukan pembiayaan. Analisis 

capital atau modal ini untuk mengetahui seberapa persen modal yang 

dimiliki oleh calon nasabah dalam membiayai usahanya.   

Pada prakteknya bank BRISyariah KCP Purbalingga dalam 

melakukan analisis capital pada pembiayaan mikro iB ini tidak terlalu di 

tekankan. Bank lebih menekankan pada analisis prinsip character, 

capacity dan collateral calon nasabah. Akan tetapi, bukan berarti 

analisis capital dan condition of economy tidak dilaksanakan. Menurut 

unit head micro bank BRISyariah KCP Purbalingga, jika marketing 

sudah melakukan analisis terhadap ketiga prinsip (character, capacity, 

dan collteral) tersebut sudah mewakili apakah calon nasabah yang 
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mengajukan pembiayaan akan layak dibiayai atau tidak. Unit head 

micro bank BRISyariah KCP Purbalingga juga mengungkapkan bahwa  

capacity lebih penting dibandingkan dengan capital. Karena, capacity 

nasabah akan menunjukan bagaimana kesungguhan calon nasabah 

dalam memenuhi kewajiban setiap bulannya selama melakukan 

pembiayaan.  

4. Collateral  

Collateral atau jaminan merupakan analisis pembiayaan yang 

sangat penting selain character dan capacity. Karena collateral ini 

merupakan jalan terakhir ketika terjadi pembiayaan bermasalah yang 

sudah tidak dapat diselesaikan.  

Pada BRISyariah KCP Purbalingga untuk penilaian jaminan atau 

collateral ini harus bisa mengcover senilai dengan plafond yang 

diajukan, dengan artian harga assetnya lebih besar dari pada jumlah 

pembiayaan yang diajukan. Jaminan yang sering digunakan yaitu 

jaminan BPKB kendaraan bermotor, sertifikat tanah dan sertifikat 

rumah. Jaminan tersebut merupakan jaminan yang sah di pandang dari 

segi ekonomis dan hokum dan masa keaktifan barang jaminan tersebut. 

5. Condition of economy 

Analisis condition of economy merupakan analisis terhadap 

kondisi perekonomian. Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha 

calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi di masa sekarang dan 

di masa yang akan datang. 

Pada prakteknya bank BRISyariah KCP Purbalingga dalam 

melakukan analisis condition of economy ini dengan cara melihat 

kondisi ekonomi sekitar, karena kondisi ekonomi ini sangat penting 

demi keberlangsungan usaha calon nasabah kedepannya. Pihak 

marketing harus benar-benar bisa melihat apakah prospek usaha calon 

nasabah kedepannya akan lebih maju atau tidak. Jika prospek usaha 
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calon nasabah kedepannya kurang baik secara otomatis nantinya akan 

menimbulkan pembiayaan bermasalah. Sebelum terjadi pembiayaan 

bermasalah pihak bank mengambil keputusan untuk menolak 

pembiayaan yang diajukan. 

Dengan demikian, bank BRISyariah KCP Purbalingga dalam 

melakukan analisis penerapan prinsip 5C pada pembiayaan mikro iB kurang 

teliti dan kurang hati-hati, khususnya dalam analisis character dan capacity. 

Dengan adanya pembiayaan bermasalah pada nasabah yang melakukan 

sidestreaming (penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan awal) 

yang terjadi, hal ini membuktikan bahwa character nasabah tidak baik dan 

tidak jujur. Selain itu, nasabah melakukan sidestreaming ini juga 

menimbulkan ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya 

sehingga bank terdapat pembiayaan yang bermasalah dan tingkat NPF (Non 

Performing Financing) mengalami kenaikan.   

Dengan adanya pembiayan bermasalah dengan tingkat NPF (Non 

Performing Financing) yang selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, 

bahkan sampai di angka 4,5% pada tahun 2017, maka bank BRISyariah KCP 

Purbalingga melakukan berbagai cara agar dapat meminimalisir risiko 

pembiayaan bermasalah yang terjadi, yaitu dengan cara melakukan 

monitoring dan maintance yang intensif dan ketat terhadap nasabah. 

Monitoring dan maintance ini merupakan pengawasan bank terhadap 

pembiayaan yang diajukan oleh nasabah sampai pembiayaan itu selesai. Bank 

dalam melakukan monitoring dan maintance ini dilakukan berbeda-beda 

sesuai dengan kolektabilitas masing-masing. Berikut adalah pelaksanaan 

monitoring dan maintance terhadap nasabah BRISyariah KCP Purbalingga: 
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Tabel 3.5 

Pelaksanaan monitoring dan maintance nasabah bermasalah  

di BRISyariah KCP Purbalingga. 

 

 

Sumber: Hasil wawancara dengan unit head micro BRISyariah KCP 

Purbalingga 

 

Selain bank melakukan monitoring dan maintance kepada nasabah 

yang intensif untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah yang terjadi, 

bank juga melakukan analisa nasabah yang lebih baik dan lebih teliti lagi demi 

keberlangsungan pembiayaan yang akan dibiayai agar tidak terjadi 

pembiayaan yang bermasalah di kemudian hari. 

 

C. Contoh Studi Kasus Penerapan Prinsip 5C pada Pembiayaan Mikro iB 

dalam  Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BRISyariah 

KCP Purbalingga. 

Dari pembahasan antara teori dan praktek di atas yang sudah dijelaskan 

oleh penulis, maka penulis akan memberikan contoh studi kasus yang konkret 

tentang penerapan prinsip 5C pada pembiayaan mikro iB dalam meminimalisir 

risiko pembiayaan bermasalah yang penulis ketahui selama melakukan 

penelitan. 

Contoh studi kasus  

Bapak Ahmad memiliki usaha toko sembako yang beralokasi di desa 

Kembangan, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga. Lokasi tempat usaha yang 

dimiliki oleh bapak Ahmad ini bersebelahan dengan rumah tinggalnya. Bapak 

Ahmad sudah mempunyai istri dan dikaruniai anak 2.  Usaha toko sembako ini 

Kualitas 

Pembiayaan 

Kategori Pembiaayaan Pelaksanaan monitoring 

dan maintance 

Koletabilitas 1 Nasabah Lancar Minimal 2 minggu sekali 

atau 1 bulan sekali 

Kolektabilitas 

2 

Nasabah dalam Perhatian 

Khusus 

Seminggu sekali 

Kolektabilitas 

3-5 

Nasabah yang sudah 

bermasalah 

Semakin sering 

dilakukan 
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sudah berjalan selama 2,5 tahun. Bapak Ahmad berencana ingin menambah 

stok dagangan usaha toko sembakonya tersebut. Akan tetapi, bapak Ahmad 

hanya memiliki modal 50%, sehingga bapak Ahmad berencana untuk 

mengajukan pembiayaan mikro iB kepada bank BRISyariah KCP Purbalingga 

dengan plafond senilai Rp. 30 juta dengan jangka waktu 24 bulan dengan 

jaminan berupa sertifikat tanah seluas 215 m
3.
 Pembiayaan yang diajukan oleh 

bapak Ahmad menggunakan akad murabahah bil wakalah. 

Dari gambaran tersebut maka penulis akan melakukan analisis 

penerapan prinsip 5C pada pembiayaan yang diajukan oleh bapak Ahmad, 

adapun analisis penerapan prisip 5Cnya adalah sebagai berikut: 

1. Character  

Pihak bank melakukan analisis melalui pengecekan melaui Sistem 

Informasi Debitur bahwa bapak Ahmad (calon nasabah) pernah 

memiliki peminjaman di bank Mandiri Syariah Purbalingga dengan 

menduduki angka kolektabilitas 2 yang berarti dalam perhatian khusus. 

Selain itu pihak bank juga melakukan track checking melalui tetangga 

nasabah dan masyarkat sekitar.  

Setelah bank melakukan berbagai cara untuk mengetahui 

character calon nasabah ini, terbukti bahwa calon nasabah (bapak 

Ahmad) telah melakukan sidestreaming (penyalahgunaan dana tidak 

sesuai dengan tujuan awal). Calon nasabah (bapak Ahmad) ini sebagian 

dalam menggunakan dananya untuk kebutuhan konsumtif. Tidak 

sepenuhnya untuk usaha yang diajukan. Dengan demikian, calon 

nasabah dalam segi character ini memiliki sifat yang tidak jujur dan 

tidak amanah yang akhirnya menyebabkan pembiayaan yang 

bermasalah. 

2. Capacity (kemampuan) 

Analisis capacity ini dapat dilihat dari pendapatan dan 

pengeluaran dari bapak Ahmad setiap bulannya. 
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Tabel.3.6. 

Pendapatan dan pengeluaran perbulan calon nasabah pembiayaan  

mikro iB 

 

Pendapatan kotor  Rp. 48.000.000 

Pengeluaran:  

Harga Pokok Penjualan Rp. 40.000.000 

Telepon, Listrik, Air Rp. 900.000 

Transpostasi Rp. 300.000 

Kebutuhan Rumah Tangga Rp. 3.500.000 

Biaya Pendidikan Rp. 1.500.000 

Jumlah Rp. 46.200.000 

Pendapatan Bersih Rp. 1.800.000 

Angsuran yang akan diambil di 

BRISyariah KCP Purbalingga 

Rp. 1.300.000 

Sisa Penghasilan Rp. 500.000 

   

Bapak Ahmad dalam setiap bulannya hanya mempunyai sisa 

penghasilan bersih sebesar Rp. 500.000. Dengan keadaan yang 

mendesak, karena anaknya ingin dibelikan sepeda motor untuk sekolah 

maka bapak Ahmad menggunakan sebagian modal usaha yang dibiayai 

oleh bank digunakan untuk membelinya. Oleh karena itu, bapak Ahmad 

tidak dapat memenuhi kewajibannya. Hal ini dikarenakan dana atau 

modal yang seharusnya untuk memperbanyak stok dagangan sembako 

akan tetapi digunakan untuk kebutuhan konsumtif. 

3. Capital 

Bapak Ahmad memiliki usaha toko sembako dengan lama usaha 

2,5 tahun. Dalam mengajukan pembiayaan bapak Ahmad mempunyai 

modal 50%, dimana modal ini menunjukan kesungguhan calon nasabah 

dalam melakukan pembiayaan. 

4. Collateral 

Agunan yang diberikan oleh bapak Ahmad berupa tanah yang 

luasnya 215 m
2
 yang berada di lingkungan penduduk dan bebas banjir. 

Pihak bank melakukan penilaian harga tanah dengan warga sekiatr. 
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Informasi yang diperoleh dari bapak Hadi bahwa harga nilai tanah per 

ubinnya adalah kisaran Rp.3-4 juta. Pihak bank juga mendapat informasi 

dari bapak Santosa bahwa harga nilai tanah sekisar perubinnya sebesar 

Rp. 3,5-4 juta. 

Dari informasi haga tanah disekitar pedudukan tersebut maka bank 

memasukan untuk harga tanah per ubinnya sebesar Rp.3 juta (Rp. 214 

rb/ m
2
). 

Tabel.3.7. 

Hasil penilaian agunan atau jaminan 

 

Agunan Luas (m
2) 

Harga/m
2 

Nilai market 

Tanah 215 m
2
 Rp. 214.000 Rp. 46.010.000 

Jumlah Rp. 46.010.000 

 

Berdasrkan tabel di atas untuk pembiayaan yang diajukan dengan 

plafond Rp. 30 juta dan agunan berupa tanah seluas 215 m
2 

yang dinilai 

harga marketnya sebesar Rp. 46.010.000. Hal tersebut membuktikan 

bahwa agunan yang diajukan bisa mengcover senilai plafond yang 

diajukan oleh bapak Ahmad. 

5. Condition of economy 

Kondisi ekonomi untuk prospek usaha ke depannya baik, karena 

usaha yang dijalankan berkembang dengan baik dari tahun ke tahun. 

Selain itu, usaha yang dijalankan oleh bapak Ahmad merupakan 

kebutuhan kesehari-harian masyarakat. Dengan demikian, prospek 

usaha bapak Ahmad kedepannya akan baik. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dari bab-bab 

sebelumnya, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa bank BRISyariah 

KCP Purbalingga dalam melakukan analisis 5C terdapat kesalahan dalam 

analisis character dan capacity. Account officer micro bank BRISyariah KCP 

Purbalingga hanya memikirkan bagaimana target setiap bulannya dapat tercapai 

tanpa memikirkan risiko yang terjadi kedepannya, sehingga dalam melakukan 

analisis character dan capacity kurang teliti dan kurang hati-hati. Hal ini 

dibuktikan bahwa terjadi penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan 

awal (sidestreaming) oleh nasabah. Dengan adanya penyalahgunan dana 

tersebut menyebabkan ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi 

kewajibannya yang akhirnya menimbulkan pembiayaan yang bermasalah. 

Berdasarkan risiko pembiayaan bermasalah dan data NPF (Non 

Performing Financing) yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, 

maka bank BRISyariah KCP Purbalingga melakukan berbagai cara untuk 

meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara melakukan 

monitoring dan maintance kepada nasabah secara intensif dan ketat. Selain itu, 

bank juga melakukan analisa nasabah lebih teliti dan lebih baik lagi.  

B. Saran  

1. Dalam melakukan penerapan prinsip 5C harus lebih diteliti lagi agar tidak 

terjadi resiko-resiko pembiayaan bermasalah di kemudian hari. Akan lebih 

baiknya jika dalam melakukan analisis 5C pada pembiayaan mikro iB 

harus dilakukan dan lebih ketat dalam melakukan ke lima analisis prinsip 

5C tanpa memikirkan terget yang telah diberikan sehingga tidak 

menimbulkan pembiayaan yang bermasalah. 

2. Untuk pelaksanaan monitoring dan maintance kepada nasabah juga harus 

dilakukan semaksimal mungkin, agar pembiayaan bermasalah yang terjadi 
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cepat terselesaiakan, dan tingkat NPF (Non Performing Financing) tidak 

mengalami kenaikan secara terus-menerus yang nantinya akan berpengaruh 

terhadap performance bank di kalangan masyarakat. 

3. Untuk masalah pelayanan, penulis menyarankan untuk lebih diperhatikan  

dan ditingkatkan lagi karena pelayanan merupakan hal yang sangat penting 

demi terciptanya kepuasan dan loyalitas nasabah terhadap bank BRISyariah 

KCP Purbalingga. 
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